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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban BPS Kota Jakarta
Selatan atas pelaksanaan program dan kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan laporan ini adalah mengevaluasi

capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS Kota Jakarta Selatan selama tahun 2022.

Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada
tahun 2022, perkembangan realisasi kinerja terhadap tahun sebelumnya, serta capaian
kinerja terhadap target Rencana Strategis (Renstra) BPS Kota Jakarta Selatan tahun 2020-
2024. Hasil laporan ini diharapkan menjadi masukan bahan evaluasi untuk mencapai kinerja

yang lebih optimal di tahun mendatang.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai
pertanggungjawaban dan sebagai pendorong peningkatan kinerja BPS Kota Jakarta Selatan.
Dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai penerbitan
laporan ini kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini di masa

datang sangat kami hargai.

Jakarta, 27 Januari 2023

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Jakarta Selatan

Munawaroh
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil
pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena
akan berdampak kepada efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu,
diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat
dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS.

Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka panjang tahun 2005-2025, BPS Kota
Jakarta Selatan, BPS Kota Jakarta Selatan telah menetapkan visi “Penyedia Data Statistik
Berkualitas Untuk Indonesia Maju”. Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS Kota Jakarta Selatan
telah merumuskan 4 pernyataan misi, yakni: (1) Menyediakan statistik berkualitas yang
berstandar nasional dan internasional; (2) Membuna K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional
yang berkesinambungan; (3) Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk
terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan (4) Membangun SDM yang unggul dan adaptif
berlandaskan nilai inti BerAKHLAK.

Melalui pernyataan visi dan misi tersebut, BPS Kota Jakarta Selatan memiliki aspirasi
untuk mencapai sejumlah tujuan strategis di tahun 2022, yaitu: (1) Menyediakan data statistik
untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan; (2) Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan
standarisasi dalam penyelenggaraaan SSN; (3) Meningkatnya pelayanan prima dalam

penyelenggaraan SSN; dan (4) Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan, BPS
telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk
dicapai oleh BPS. Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan
Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS pada setiap perspektif yang akan dicapai oleh BPS pada
periode 2020-2024, yakni bahwa BPS Kota Jakarta Selatan berupaya terus- menerus untuk
meningkatkan: (1) Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar
perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional dan Persentase publikasi
statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan
evaluasi pembangunan nasional; (2) Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan
statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK; (3) Persentase K/L/D/I yang melaksanakan
rekomendasi kegiatan statistik dan P ersentase K/L/D/lI yang menyampaikan metadata

sektoral dan khusus sesuai standar; dan (4) Opini BPK atas laporan keuangan BPS dan
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Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis diwadahi dalam
sejumlah program, yakni:

(1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); (2) Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL). Pada akhirnya, seluruh
penjabaran tujuan serta sasaran strategis dalam Renstrada BPS Kota Jakarta Selatan 2020-
2024 tersebut akan menjadi pedoman bagi BPS Kota Jakarta Selatan untuk mewujudkan

visinya sebagai Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju”

Tabel 1. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tujuan BPS Kota Jakarta Selatan Tahun 2022

Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
Kinerja %)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Tujuan 1. Menyediakan
data statistik untuk
dimanfaatkan sebagai dasar
pembangunan
Meningkatnya pemanfaatan Persentase pengguna Persen 92 77.64 84.39
data statistik yang data yang menggunakan
berkualitas data BPS sebagai dasar

perencanaan,
monitoring dan evaluasi
pembangunan (%)
Persentase publikasi Persen 100 100 100
statistik yang
menerapkan standard
akurasi (%)
Tujuan 2. Meningkatnya
kolaborasi, integrasi, dan
standarisasi dalam
penyelenggaraan SSN
Penguatan komitmen Persentase Organisasi PRI 25 0 0
K/L/D/I terhadap SSN Perangkat Daerah (OPD)
yang mendapatkan
rekomendasi kegiatan
statistik (%)
Persentase Organisasi Persen 50 0 0
Perangkat Daerah (OPD)
yang menyampaikan
metadata sektoral sesuai
standar (%)
Tujuan 3. Meningkatnya
pelayanan prima dalam
penyelenggaraan SSN
Penguatan statistik sektoral Persentase Organisasi Persen 75 100 120
K/L/D/I Perangkat Daerah (OPD)
yang mendapatkan
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pembinaan statistik (%)
Tujuan 4. Penguatan tata
kelola kelembagaan dan
reformasi birokrasi

SDM statistik yang unggul Hasil Penilaian Poin 68 66.39 97.63
dan berdaya saing dalam Implementasi SAKIP

kerangka tata kelola Persentase kepuasan Persen 93 94.68 101.81
kelembagaan pengguna data terhadap

sarana dan prasarana
pelayanan BPS (%)

Rata-rata capaian kinerja dari seluruh indicator kinerja dalam Perjanjian Kinerja BPS
Kota Jakarta Selatan tahun 2022 baru mencapai 72 persen. Dari 4 Tujuan dan 7 Sasaran yang
diamanatkan kepada BPS Jakarta Selatan pada tahun 2022, ternyata hanya dapat
dilaksanakan kegiatan dari 5 sasaran kinerja saja. Sedangkan kegiatan yang mempunyai
sasaran Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, sebanyak 2 kegiatan tidak dapat
dilaksanakan. Kegiatan tersebut adalah 1) Memberikan Rekomendasi Kegiatan Statistik
Kepada OPD tingkat 2, dan 2) Mendapatkan metadata statistic sectoral dari OPD tingkat 2.
Setelah dicanangkan target pada awal tahun 2022 masing-masing sebanyak 1 (satu) instansi
dan 2 (dua) instansi, ternyata berdasarkan hasil koordinasidengan instansi target, Suku
Dinas Kominfotik Jakarta Selatan, Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Suku Dinas
Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, dan Suku Dinas Ketahanan
Pangan Kelautan dan Pertanian, tidak ada yang melaksanakan kegiatan statistik secara
mandiri. Perancangan kegiatan statistic, termasuk penyampaian metadata, dilaksanakan di
OPD tingkat Provinsi. Sehingga sasaran 2 yang dicanangkan sebagai amanat dari BPS tidak
menjadi target lagi di BPS Jakarta Selatan pada tahun mendatang. Tanpa Sasaran 2, maka

capaian kinerja BPS Jakarta Selatan mencapai 100.77.

Dari sisi anggaran, pada tahun 2022 persentase anggaran yang terserap sebesar 98,94

persen dari total pagu sebesar Rp 35.915.452,00
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1.1.

Latar Belakang

BAB | PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik merupakan instansi pemerintah
yang mempunyai tugas pokok sebagai penyedia data dalam
kerangka Pembangunan Nasional. Menurut Undang-undang
Statistik No.16 tahun 1997, Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas
menyelenggarakan statistik nasional terpadu dalam rangka
mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan
efisien. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di daerah, BPS
membentuk Kantor Perwakilan BPS di setiap Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang merupakan instansi vertikal.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Selatan merupakan
salah satu lembaga perwakilan BPS di daerah, mempunyai tugas
pokok menyediakan data statistik dasar sesuai peraturan
perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya selama 5 (lima)
tahun ke depan, BPS Kota Jakarta Selatan telah menuangkan rencana
kerja dan dirangkum dalam Rencana Strategis (Renstra) BPS 2020-
2024. Hal ini bertujuan agar kegiatan perstatistikan yang dilakukan
selaras dengan arah dan tujuan RPJMN 2020-2024.

Untuk memberikan arah tahunan bagi pelaksanaan tugas,
fungsi dan peran yang diamanahkan, BPS Kota Jakarta Selatan telah
pula menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, sasaran,
program serta rencana kerja yang terukur dan selaras dengan
organisasi BPS Pusat yang dilaksanakan setiap tahun.

Salah satu tujuan yang ditetapkan oleh BPS yang tertuang
dalam Renstra BPS Kota Jakarta Selatan periode 2020-2024 adalah
pembangunan statistik menuntut BPS untuk meningkatkan kualitas
data statistik dalam rangka menyediakan data statistik yang akan
digunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi
pembangunan. Sebagai lembaga yang bertugas menyediakan data

dasar terus berupaya untuk lebih meningkatkan kualitas data. Untuk



1.2,
Tujuan

Maksud dan

memenuhi kebutuhan statistik dasar, beberapa survei dan
pendataan telah dilaksanakan pada tahun 2022 di antaranya Long
Form SP2020 (SP2020 Lanjutan) ), Survei Sosial Ekonomi Nasional
(SUSENAS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Survei
Statistik Harga Produsen, Survei Industri Besar/Sedang, Survei
Konstruksi, Pemutakhiran Wilkerstat dalam rangka ST2023,
Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Survei Biaya
Hidup, dan survei-survei lainnya. Jadwal penerbitan publikasi dari
keseluruhan survei tersebut terangkum dalam Advance Release
Calender (ARC) 2022 yang tersaji pada website BPS Kota Jakarta
Selatan.

Selain meningkatkan kualitas data, BPS Kota Jakarta Selatan
juga terus berupaya meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan
kegiatannya. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan seperti
dengan pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK), pelaksanaan reformasi birokrasi, pengembangan
beberapa inovasi dan perbaikan proses penyelenggaraan SAKIP.

Pada awal tahun 2022, BPS Kota Jakarta Selatan
menetapkan target kinerja dari setiap indikator tujuan dan sasaran
sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kota Jakarta
Selatan. Realisasi dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun
tersebut, akan dimonitoring tingkat pencapaiannya dan dibahas
dalam rapat evaluasi seluruh pejabat struktural yang juga
merupakan penanggung jawab SAKIP masing-masing kegiatan, dan
dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja interim (laporan kinerja

triwulanan) dan laporan kinerja tahunan.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Presiden Rl Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi, BPS Kota Jakarta Selatan menyusun

dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai
4



1.3. Tugas, Fungsi
dan Susunan
Organisasi BPS Kota
Jakarta Selatan

untuk mempertanggungjawabkan Penggunaan Anggaran yang telah
dialokasikan dan target-target yang telah ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Laporan Kinerja BPS Kota Jakarta Selatan 2022 merupakan
wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja BPS Kota
Jakarta Selatan sebagai penyelenggara negara. Hal ini berguna untuk
menciptakan transparansi kinerja BPS sehingga dapat menjaga
kepercayaan masyarakat terhadap BPS. Di dalam laporan kinerja BPS
2022 tertuang hasil capaian kinerja BPS sepanjang tahun 2022. Hasil
laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk

mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang.

BPS Kota Jakarta Selatan menyusun dan menyajikan laporan
kinerja untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran
yang telah dialokasikan untuk mencapai target-target yang telah
ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022. Hal ini dilakukan
untuk menjawab amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
dan juga Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Selain sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas
kinerja BPS Kota Jakarta Selatan, laporan ini juga merupakan bentuk
transparansi kinerja BPS, sehingga diharapkan dapat menjaga
kepercayaan masyarakat terhadap BPS. Sebagaimana disampaikan
sebelumnya, karena di dalam laporan kinerja 2022 tertuang pula
hasil capaian kinerja sepanjang tahun 2022, maka laporan ini
diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk
mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja BPS Kota

Jakarta Seatahun 2022 ini adalah:



1.4. Sumber Daya
Manusia BPS Kota
Jakarta Selatan

1. Untuk memenuhi/menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

2. Sebagai laporan kinerja tahunan vyang merupakan
pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan program dan
kegiatan.

3. Sebagai bahan penilaian dan evaluasi kinerja yang selanjutnya
digunakan untuk pengambilan keputusan, dan penetapan
kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan
kegiatan lanjutan.

4. Sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil

kerja.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
merupakan landasan konstitusional BPS Kota Jakarta Selatan yang juga
menjelaskan kedudukan dan kewenangannya. Di dalam undang-undang
ini disebutkan bahwa BPS Kota Jakarta Selatan berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada BPS Rl dan berwenang
menyelenggarakan statistik dasar di wilayah Kota Jakarta Selatan. Tugas,
fungsi, dan susunan organisasi BPS berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, adalah sebagai
berikut:

1. Tugas

Badan Pusat Statistik mempunyai tugas melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-
undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pusat Statistik
menyelenggarakan fungsi:

a)  Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang
statistik;

b)  Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;



c) Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;

d)  Penetapan sistem statistik nasional;

e) Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah
di bidang kegiatan statistik; dan

f) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum
di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tatalaksana,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan
dan rumah tangga.

3. Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sesuai Peraturan
Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik
Kabupaten/Kota terdiri atas :

a. Kepala;
b. Subbagian Umum; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara rinci bagan organisasi BPS Kota Jakarta Selatan
terdapatpada lampiran 1.

Tahun 2022 merupakan masa peralihan sehingga dalam
pelaksanaannya masih mengacu pada struktur yang lama, di mana
terdapat penugasan sebagai Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional
menurut  Fungsi Statistik. Dalam menjalankan tugas dan fungsi,
seorang Kepala BPS Kota Jakarta Selatan memimpin BPS Kota Jakarta
Selatan dibantu oleh:

a. Subbagian Umum
Subbagian Umum  mempunyai tugas mengoordinasikan
perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program,

administrasi dan sumber daya di lingkungan BPS Kota Jakarta Selatan.

b. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional
1)  Koordinator Fungsi Statistik Produksi, mempunyai
tugas mengkoordinasi tim kerja pada fungsi statistik

Produksi.



2)  Koordinator Fungsi Statistik Distribusi, mempunyai
tugas mengkoordinasi tim kerja yang melaksanakan kegiatan
Fungsi Statistik Distribusi.

3)  Koordinator Fungsi Statistik Sosial, mempunyai tugas
mengkoordinasi tim kerja yang melaksanakan kegiatan
Fungsi Statistik Sosial.

4)  Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis
Statistik, mempunyai tugas menggkoordinasi tim kerja
yang melaksanakan kegiatan di Fungsi Neraca Wilayah dan
Analisis Statistik.

5)  Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan
Diseminasi Statistik (IPDS), mempunyai  tugas
mengkoordinasi tim kerja yang melaksanakan
kegiatan di Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi

Statistik.

Untuk menjalankan tugasnya dalam menyediakan data sebagai
indikator baik dalam hal perencanaan maupun evaluasi pembangunan
yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta, BPS Kota
Jakarta Selatan senantiasa memperhatikan komposisi SDM sehingga apa
yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang diemban dapat dilaksanakan
dengan baik.

Pada tahun 2022, kualitas SDM BPS Kota Jakarta Selatan relatif
baik tercermin dari tingkat pendidikan setara DIV/S1 atau lebih tinggi
sebanyak 64 persen (18 pegawai dari 28 total pegawai). Jumlah tersebut
terdiri dari 5 (lima) orang (18%) berpendidikan Master (S2) dan 13 orang
(46%) berpendidikan Sarjana (DIV/S1). Selebihnya, 4 (empat) orang (14%)
berpendidikan D3, 1 (satu) orang (4%) berpendidikan Diploma 1 (D1), dan
5 (lima) orang (18%) berpendidikan SMA. Komposisi SDM BPS Kota
Jakarta Selatan berdasarkan pendidikan lebih jelas dapat dilihat pada
Gambar 1



Gambar 1 Persentase Jumlah Pegawai BPS Kota Jakarta SelatanMenurut
Pendidikan Tahun 2022 (persen)

4%
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Sedangkan menurut posisi jabatan, BPS Kota Jakarta Selatan
memiliki 2 pejabat struktural dengan komposisi 1 (satu) orang Pejabat
Eselon 1ll, 1 (enam) orang Pejabat Eselon IV, 21 (dua puluh satu)
fungsional statistisi, 5 (lima) orang fungsional umum. Secara rinci profil
pegawai BPS Kota Jakarta Selatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel
di bawah ini.

Tabel 2. Komposisi Pegawai BPS Kota Jakarta Selatan Menurut Jabatan

Jumlah
Jabatan (orang) Persentase
1. Pejabat Struktural 2 7,14
2. Pejabat Fungsional Statistisi 21 75,00
3. Pejabat Fungsional Umum 5 17,86
Jumlah 28 100,00

Tabel 3. Komposisi Pegawai BPS Kota Jakarta Selatan Menurut
Jabatan dan Jenis Kelamin

Jabatan Jumlah Jenis Kelamin

(orang) Lk Pr %
1. Pejabat Struktural 2 0 2 7,14
2. Pejabat Fungsional 21 13 8 75,00
Statistisi
3. Pejabat Fungsional 5 3 2 17,86
Umum
Jumlah 28 17 11 100




Tabel 4. Komposisi Pegawai BPS Kota Jakarta Selatan Menurut Golongan

Golongan Jumlah (orang) Persentase
v 3 10,71

1l 23 82,14

] 2 7,14

| 0 0,00
Jumlah 28 100,00

Tabel 5. Komposisi Pegawai BPS Kota Jakarta Selatan Menurut Usia

Usia Jumlah (orang) Persentase
>50 9 32,14
41-50 4 14,29
31-40 10 35,71

<=30 5 17,86
Jumlah 28 100,00

Berdasarkan komposisi usia, diperoleh data bahwa 46,43 persen
pegawai BPS Kota Jakarta Selatan berada pada kelompok usia di atas 40
tahun. Bila dilihat dari sisi positif, pegawai BPS Kota Jakarta Selatan
berada pada usia yang matang, baik secara pemikiran maupun
emosional.

Tuntutan akan kualitas data yang baik dan akurat terhadap
data BPS semakin tinggi. Akibatnya kualitas data BPS menjadi sorotan
banyak pihak, terutama oleh para pengambil kebijakan. Meskipun
masih terdapat keraguan dari beberapa kalangan, namun secara
umum data BPS tetap menjadi acuan banyak pihak, terutama
pemerintah, kalangan pengusaha, akademisi, politisi, dan sebagainya.
BPS sebagai official statistics menjadi rujukan resmi penyedia data
statistik di Indonesia. Secara kelembagaan, berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 86 tahun 2007, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota
merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia. Perpres
tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan
kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan

pelayanan data dan informasi statistik kepada publik.
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Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat),
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan
BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik
Nasional, baik di pusat maupun daerah. BPS menjadi badan yang
bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik
dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap
pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang
pesat sangat berpotensi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas
sehari-hari. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam
pengumpulan data, pengolahan data, maupun diseminasi data
berbasis TIK mutakhir yang dimiliki BPS Kota Jakarta Selatan
merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan data dan
informasi statistik yang diperlukan oleh publik.

Menjawab tantangan tersebut maka BPS Kota Jakarta
Selatan harus dapat memanfaatkan semua potensi yang dimiliki.
Beberapa di antara potensi tersebut adalah:

1)  Adanya Peraturan Pemerintah yang menempatkan BPS pada
posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik
Nasional;

2)  Kebijakan Satu data Indonesia menyebabkan semua instansi
produsen data dapat bersinergi dengan BPS, memudahkan
berbagai hal utamanya data yang dibagipakaikan

3) Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam
pengumpulan data, pengolahan data, maupun diseminasi
data berbasis TIK mutakhir;

4)  Kualitas Sumber Daya Manusia yang cukup baik; dan

5) Hubungan baik dengan stakeholder terkait seperti

pemerintah daerah dan pihak swasta.
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Selain potensi yang dimiliki, terdapat beberapa permasalahan

1.5. Potensi dan
Permasalahan

yang dihadapi oleh BPS Kota Jakarta Selatan dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya diantaranya adalah:

1. Tidak semua data yang dihasilkan BPS dapat tersedia pada
tingkat kota (small area statistics) sehingga belum memadai
sebagai sumber rujukan penyusunan maupun evaluasi
kebijakan pembangunan tingkat kota.

2. Pengetahuan masyarakat tentang tujuan dan manfaat
kegiatan statistik belum optimal. Berkaitan erat dengan
kemudahan dalam pegumpulan data dan pemanfaatan data
yang dihasilkan oleh BPS.

3. Belum adanya OPD yang mendapat binaan statistik karena
ketiadaan kegiatan statistik di OPD di DKI Jakarta.

4. Belum optimalnya Implementasi SAKIP di BPS Jakarta
Selatan.

5. Belum mendapat pengukuhan Wilayah Bebas Korusi dari
Menpan RB Republik Indonesia

6. Terbatasnya mitra statistik yang berkualitas. Intensitas
pekerjaan yang dihadapi BPS Kota Jakarta Selatan yang
tinggi membutuhkan ketersedian sumber daya manusia
yang berkualitas tetapi juga membutuhkan kuantitas yang
memadai agar dapat melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan standar yang ditetapkan. Mitra Statistik sebagai
tenaga utama pendataan lapangan mempunyai kemampuan
yang beragam

Dalam pelaksanaan survei atau sensus yang dilakukan, faktor
sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas data
yang dihasilkan. Permasalahan kualitas yang ada antara lain,
kegigihan petugas dalam menggali jawaban responden masih
belum maksimal dan juga kejenuhan petugas mengakibatkan

beberapa pertanyaan mungkin terlewat.
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Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun

1.6. Sistematika
Penyajian Laporan

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan

kinerja BPS tahun 2022 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksuddan

tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan
organisasi BPS; sumber daya manusia di BPS, potensi dan
permasalahan yang dihadapi BPS; serta sistematika penyajian

laporan.

Bab Il. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Rencana Strategis

(Renstra) BPS 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS
2022.

Bab IIl. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja BPS

Bab IV.

2020, Capaian Kinerja BPS terhadap Target Renstra 2020-
2024, Prestasi yang diperoleh pada Tahun 2022, Kegiatan
Prioritas BPS 2022, Upaya Efisiensi BPS 2022, dan Realisasi
Anggaran tahun 2022, serta memuat Kebijakan berbasis Lokal
BPS Kota Jakarta Selatan.

Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak
lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

13






BAB I

PERENCANAAN
KINERJA

A,







2.1. Rencana Strategis
BPSKota JakartaSelatan 2020-
2024

BAB Il PERENCANAAN KINERJA

Dalam melaksanakan RPJMN 2020 - 2024
serta seluruh Visi, Misi, Arahan, dan Agenda
Pembangunan Presiden dan Wakil Presiden, BPS
berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal
pembangunan nasional di bidang statistik.
Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan
agar mampu mengakomodir berbagai tantangan yang
berkembang, antara lain:

1. Reformasi yang mendukung keterbukaan
informasi, otonomi daerah yang mengandung
tantangan keragaman data dan informasi
statistik pada tingkatan wilayah kecil;

2. Perkembangan  Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) yang mengarah kepada
peningkatan kemudahan akses masyarakat
terhadap data dan informasi; dan

3. Kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam
penyediaan data yang berkualitas. Upaya BPS
untuk meningkatkan penyediaan data yang
berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan
Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa
yang berdaya saing” sebagaimana tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) 2005-2025.
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BPS Kota Jakarta Selatan mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan pemerintahan di bidang statistik
sesuai peraturan perundang-undangan vyang berlaku di
lingkup wilayah Kota Jakarta Selatan. Dalam melaksanakan
tugasnya, BPS Kota Jakarta Selatan melakukan koordinasi dan
kerjasama untuk membangun pembakuan konsep, definisi,
klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam rangka mewujudkan dan

mengembangkan Sistem Statistik Nasional.

1. Visi BPS Kota Jakarta Selatan
Visi Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Selatan untuk

tahun 2020-2024 adalah “Penyedia Data Statistik Berkualitas
untuk Indonesia. Maju” (“Provider of Qualified Statistical Data
for Advanced Indonesia”). Dalam visi yang baru tersebut berarti
bahwa BPS Kota Jakarta Selatan berperan dalam penyediaan
data statistik, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai
kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan vyang

sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

BPS Kota Jakarta Selatan juga berperan untuk memenuhi
kebutuhan instansi tertentu (Pemerintah Daerah) dalam
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan
pembangunan yang merupakan tugas pokok Pemerintah
Daerah yang bersangkutan. Dengan visi baru ini, eksistensi BPS
sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin
penting, Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran

BPS sebagai pembina data statistik.
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2. Misi BPS Kota Jakarta Selatan

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan

kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden

dan Wakil Presiden yang Ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia

Indonesia), Ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri,

dan Berdaya Saing) dan yang Ke-3 Pembangunan yang Merata

dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 6. Visi Misi BPS 2020-2024

VISI BPS 2020 - 2024

Penyedia
Data 2. Membina K/L/D/I melalui Sistem
Statistik Statistik Nasional yang
Berkualitas berkesinambungan
Untuk 3. Mewujudkan pelayanan prima di
Indonesia bidang statistik untuk terwujudnya
Maju Sistem Statistik Nasional

MISI BPS 2020 - 2024

1. Menyediakan statistik berkualitas yang
berstandar nasional dan internasional

4. Membangun SDM yang unggul dan
adaptif berlandaskan nilai
inti BerAKHLAK

Uraian penjelasan dalam Misi Badan Pusat Statistik tahun

2020- 2024 sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar

nasional dan internasional Badan Pusat Statistik
merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik
yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang
bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat
(Perpres No0.86 tahun 2007). Kualitas suatu output
statistik dapat ditinjau dari berbagai sudut
pandang/dimensi, untuk itu pengukuran kualitas
ditentukan melalui pemenuhan sekumpulan dimensi
kualitas (Statistik Korea, n.d.:10; Helfert & Foley,
2009:187).
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Ada 6 (enam) dimensi kualitas statistik yang digunakan
oleh BPS meliputi relevance (relevansi), accuracy (akurasi),
timeliness (aktualitas) & punctuality (tepat waktu),
acessibility (aksesibilitas), coherence (koherensi) &
comparability( keterbandingan), interpretability

(interpretabilitas).
... dan berstandar internasional...

“Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan
selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode
yang berlaku secara universal dan berstandar
internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam

Fundamental Principle of Official Statistics”.

2. Membina D/I Melalui Sistem Statistik Nasional yang

Berkesinambungan.

Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang
terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling
berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam

penyelenggaraan statistik.

Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara
terus menerus danberkelanjutan (UU No. 16 Tahun 1997).
BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan
terhadap instansi lain terkaitdengan pelaksanaan kegiatan
statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk
melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan
instansi pemerintah untuk membangun pembakuan
konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.
Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional
pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan
informasi statistik nasional pada umumnya,

penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung,
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upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya
pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat
statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Statistik). Amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun
2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Badan Pusat
Statistik bertindak sebagai pembina data statistik yang
menetapkan struktur baku dan format baku metadata,
memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan
pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang
terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan

penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk
terwujudnya Sistem Statistik Nasional

Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi

tujuanutama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan

yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang

telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang

telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan

yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan.

4. Membangun SDM vyang unggul dan adaptif
berlandaskan inti BerAKHLAK.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun
2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer
Branding Aparatur Sipil Negara, dimana mengatur bahwa
keseragaman nilai-nilai dasar ASN yaitu berAKHLAK dan
Employer Branding ASN adalah Bangga Melayani Bangsa,
dengan ditetapkannya berAKHLAK sebagai Core Values
untuk seluruh ASN, maka Core Values BPS sebelumnya
yaitu Profesional, Integritas dan Amanah (PIA) diganti
menjadi berAKHLAK. Core Values berAKHLAK dapat

dijabarkan sebagai berikut:
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Berorientasi Pelayanan, vyaitu komitmen
memberikan  pelayanan  prima  demi
kepuasan masyarakat;

Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas
kepercayaanyang diberikan;

Kompeten, vyaitu terus belajar dan

mengembangkankapabilitas;

Harmonis, vyaitu saling peduli dan menghargai

perbedaan;

Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan
kepentinganBangsa dan Negara;

Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias
dalam menggerakkan, serta menghadapi
perubahan;

Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama

yang sinergis.

Dari setiap nilai dasar diatas terdapat paduan

perilaku (kode etik)yang dapat dipedoman

diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari.

Penjelasan perilaku dari nilai dasar berAKHLAK adalah

sebagai berikut:

Berorientasi Pelayanan

a. Memahami dan memenuhi kebutuhan

masyarakat;

b. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;

c. Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel

Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang

dimiliki oleh setiap insan statistik dalam

melaksanakan pekerjaan dan pengabdian kepada profesi

dan organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:
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a. Melaksanakan tugas dengan jujur,
bertanggung jawab, cermat, disiplin
dan berintegritas tinggi;

b. Menggunakan kekayaan dan barang
milik negara secarabertanggung jawab,
efektif dan efisien;

c. Tidak menyalahgunakan kewenangan
jabatan.

3. Kompeten

a. Meningkatkan  kompetensi  diri  untuk
menjawabtantangan yang selalu berubah;

b. Membantu orang lain belajar;

c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4. Harmonis

a. Menghargai setiap orang apapun latar
belakangnya;

b. Suka menolong orang lain;

c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

5. Loyal
Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-

UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia sertapemerintahan yang sah;

a. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan,
instansi, danNegara;

b. Menjaga rahasia jabatan dan negara.

6. Adaptif
a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;

c. Bertindak proaktif.
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7. Kolaboratif

a. Memberi kesempatan kepada berbagai
pihak untukberkontribusi;

b. Terbuka dalam bekerja sama untuk
menghasilkan nilaitambah;

c. Menggerakkan  pemanfaatan  berbagai

sumber dayauntuk tujuan Bersama.

3.Tujuan dan Sasaran BPS Kota Jakarta Selatan

Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian

visi danmisi BPS pada tahun 2020-2024 adalah:

Tujuan 1: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan

sebagai dasar pembangunan, terkait dengan:

Misi  ke-1: Menyediakan statistik berkualitas yang

berstandarnasional dan internasional;

Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi integrasi, dan
standardisasi dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan:
Misi ke-2: Membina D/l melalui Sistem Statistik
Nasional yangberkesinambungan;

Tujuan 3:Meningkatnya pelayanan prima dalam
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penyelenggaraan SSN, terkait dengan:

Misi ke-3: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik
untukterwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan

Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan
reformasibirokrasi, terkait dengan:

Misi ke-4: Membangun SDM vyang unggul dan adaptif

berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Sasaran BPS Kota Jakarta Selatan

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai
secara nyata oleh BPS yang mencerminkan pengaruh yang
ditimbulkan oleh adanya outcome/impact dari satu atau
beberapa program yang dilaksanakan oleh BPS. Program BPS
terdiri dari program teknis yang merupakan program-program
yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan
eksternal) dan program generik merupakan program-program
yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau
administrasi BPS (pelayanan internal).

Renstra BPS Tahun 2020 — 2024 disusun dengan
mengikuti arahan Presiden dengan mengikuti money follow
program, artinya seluruh Program KL harus mengikuli arahan
visi misi yang ditetapkan Presiden, sehingga program-program
antar KL dapat disinergikan.

Sasaran merupakan target jangka pendek atau tahunan
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. BPS Kota Jakarta
Selatan mempunyai 4 (empat) tujuan yang dicanangkan dalam
Rencana Strategis periode 2020 sampai dengan 2024. Tujuan
BPS Kota Jakarta Selatan selanjutnya dijabarkan dalam
beberapa sasaran yang merupakan tahapan untuk
memudahkan mengukurdan mencapai tujuan tersebut.
Tujuan1: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan

sebagai dasar pembangunan.

Mencakup satu sasaran strategis yaitu:
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1. Meningkatnya Pemanfaatan data
statistik yangberkualitas.
Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi,
sinkronisasi danstandardisasi dalam
penyelenggaraan SSN
Meliputi satu sasaran strategis yaitu:
1. Penguatan Komitmen D/I terhadap SSN.
Tujuan 3: Meningkatnya Pelayanan prima dalam
penyelenggaraan SSN
Meliputi satu sasaran strategis yaitu:
1. Penguatan Statistik Sektoral D/I
Tujuan 4:Penguatan tata kelola kelembagaan
dan reformasibirokrasi
Meliputi satu sasaran strategis yaitu:
1. SDM Statistik yang Unggul dan
berdaya saingdalam kerangka tata

kelola kelembagaan

4. Kebijakan BPS Kota Jakarta Selatan
Arah kebijakan penyelenggaraan kegiatan BPS Kota
Jakarta Selatan mengacu pada strategi pembangunan
statistik yang terkait dengan visi dan misi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik
Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2020-

2024.

1. Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan
Sebagai Dasar Pembangunan. Arah kebijakan ini
adalah peningkatan kualitas data statistik dasar
dan pengembangan layanan statistic yang
berorientasi kepada pengguna serta penilaian

penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian
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kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria
standar. Beberapa strategi yang dapat mendukung

pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu :
a) Meningkatnya akurasi data, melalui :
i. Integrasi proses bisnis;

ii.  serta Penyajian publikasi survei yang dilengkapi

ukuran kualitas.

b) Memastikan kemutakhiran data dengan :

i.  Memanfaatkan teknologi informasi dalam
pengumpulan data;

ii. Penerapan metodologi yang memanfaatkan
teknologi informasi; dan

iii.  Penggunaan Big Data untuk mendukung data
statistik resmi yang dihasilkan.

c) Melakukan Risk Management di setiap kegiatan

statistik.

2. Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi
Dalam Penyelenggaraan SSN.

Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian
dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

a) Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina
Sistem Statistik Nasional

b) Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk
memperkuat statistik sektoral

¢) Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres No 39
Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

d) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK
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3. Meningkatnya Pelayanan Prima dalam
Penyelenggaraan SSN

Strategi yang mendukung pencapaian dari arah
kebijakan tersebut, yaitu:

Menyediakan akses kepada stakeholder terhadap SISN

a. Membina stakeholder dalam kegiatan produksi

statistik dan pemanfaatan SISN.

b. Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh

K/L/D/I

c. Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD
(Organisasi Pemerintah Daerah)

dalammenghasilkan statistic.

4. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi
Birokrasi

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka tata kelola
kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah SDM statistik
yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola

kelembagaan, dengan arah kebijakan:

a) Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan

menguatkan peran Pusdiklat;

b) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS. Strategi yang
mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut,

yaitu:

i. Penerapan pengembangan SDM berdasar Human
Capital Development Planning (HCDP) yang terpadu

dan dinamis

ii. Penyelenggaraan capacity building berdasar

Training Need Analysis (TNA)

iii. Pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai
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c) Perbaikan Sistem Perencanaan Karir, Mutasi dan
Rotasi yang Baik. Strategi yang mendukung
pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

i. Menyempurnakan sistem perencanaan karir dan
mutasi pegawai

ii. Menyempurnakan peraturan kepegawaian

iii.Internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis
manajemen SDM

iv. Modernisasi dan integrasi sistem kepegawaian

v. Pencapaian karir individu berbasis kinerja (Merit
System)

vi. Penyediaan jalur karir yang disusun dari job family

vii. Talent pool untuk suksesi organisasi

d) Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional.
Strategi yang mendukung pencapaian dari arah

kebijakan tersebut, yaitu:
i. Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional
ii. Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional

e)Pemanfaatan Operation Management System untuk
meningkatkan kinerja pegawai. Strategi vyang
mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut,

yaitu:

i. Menyesuaikan Standardisasi kualitas SDM

(sertifikasi data scientist dan IT professional)

ii. Menyesuaikan Standar Sarana dan Prasarana

dengan peraturan yang berlaku
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f) Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas
kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah
kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan
penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan

penyimpangan penggunaan anggaran.

g) Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan
akuntabilitas  kinerja. Strategi yang mendukung
pencapaian dari arah kebijakan tersebut, vyaitu
mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan
dalam rangka meminimalkan penyimpangan dari
rancangan awal.
h) Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan
efisien. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah
kebijakan tersebut, yaitu:
i. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam
rangka meningkatkan realisasi anggaran untuk
mencapai output yang telah ditetapkan.
ii. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan
anggaran
i) Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk
mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara
prima. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah
kebijakan tersebut, yaitu:
i. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang
mendukung pelayanan prima
ii. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang

mendukung peningkatan kinerja pegawai
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j) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar.
Strategi yang mendukung pencapaian dari arah
kebijakan tersebut, yaitu:

i. Meningkatkan fasilitas fisik pelayanan

ii. Meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas

pelayanan

iii. Peningkatan infrastruktur pelayanan secara sistem
k) Pewujudan Smart Office di BPS. Strategi yang
mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut,
yaitu:

i. Merumuskan grand design smart office

ii. Implementasi

5.Program yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kota
Jakarta Selatan

Pada tahun 2022, BPS Kota Jakarta Selatan hanya
melaksanakan dua program, yaitu satu Program Teknis dan
Program Generik. Program Teknis BPS adalah Program
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Sedangkan
Program Generik BPS adalah Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi
Statistik (PPIS) bertujuan untuk menyediakan dan memberi
pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka
memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan
data dan informasi statistik, BPS Kota Jakarta Selatan
secara berkesinambungan terus menyempurnakan dan
mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan,
pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi

statistik.
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2.2. Perjanjian Kinerja Tahun
2022

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya bertujuan untuk memberi dukungan
manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di
bidang penyediaan data dan informasi statistik yang
berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran
program ini diarahkan untuk kegiatan- kegiatan
operasional penyelenggaraan lembaga seperti
perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan
evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan

kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan.

Selama periode 2022 telah ditetapkan target yang
harus dipenuhi oleh Badan Pusat Statistik Kota Jakarta
Selatan yang menjadi ukuran keberhasilan dalam
memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Berikut
ditampilkan perjanjian kinerja yang menjadi tanggung
jawab Kepala BPS Kota Jakarta Selatan. Target yang
dicanangkan menjadi tolok ukur Indikator Kinerja yang
dievaluasi pada akhir tahun  vyakni dengan
membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan

akhir tahun 2022 terhadap target.
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Tabel 7. Perjanjian Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Jakarta

Selatan Tahun 2022

Tujuan/Sasa
ran
Strategis
Tujuan 1.
Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai
dasar pembangunan

Indikator Kinerja  Satuan Target

SS1. 1.1.1. Persen 92,00
MeningkatnyaPersentase
Pemanfaatan Pengguna data

data statistik Yang
yang menggunakan

berkualitas dataBPS sebagai
dasar
perencanaan,
monitoring
dan
evaluasi
pembangu
nan
nasional
1.1.2 Persentase
publikasi statistik
yang Persen 100,00
menerapkan
standard akurasi
sebagai dasar
perencanaan,
monitoring dan
evaluasi
pembangunan
nasional

Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi,sinkronisasi dan
standardisasi dalam
penyelenggaraan SSN
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SS2 Penguatan 2.1.1 Persentase

Komitmen
K/L/D/I
terhadap SSN

Tujuan 3.

Organisasi
Perangkat Daerah
(OPD) yang
mendapatkan
rekomendasi
kegiatan statistik

2.1.2 Persentase Persen
K/L/D/I yang
menyampaikan
metadata sektoral
dan khusus sesuai

standar

Persen

25

50

MeningkatnyaPelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN

SS3 Penguatan K/L/D/I yang

Statistik
Sektoral

K/L/D/I

Tujuan 4.

3.1.1 Persentase

mampu
menyelenggarak
anstatistik

sektoral secara
mandiri sesuai NSPK

Persen

75

Penguatan tata kelola Kelembagaan danreformasi birokrasi

SS4 SDM
Statistik yang
Unggul dan
Berdaya saing
dalam
kerangka tata
kelola
kelembagaan

4.1.1 Hasil penilaian
SAKIP oleh

I ktorat .
nspektora Poin

4.1.2 Persentase

kepuasan pengguna Persen
data terhadap

sarana dan

prasarana

pelayanan BPS

68,00

93,00
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Perjanjian Kinerja yang disusun selanjutnya diturunkan ke
dalam perjanjian kinerja pada tingkat unit kerja Eselon IV.
Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut dimonitoring
setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan
interim (triwulanan) pada akhir tahun dilaporkan menjadi
laporan kinerja. Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian
target menjadi tanggung jawab BPS Kota Jakarta Selatan atas
penggunaan anggaran BPS Kota Jakarta Selatan.

Untuk mencapai target tersebut BPS Kota Jakarta Selatan
pada tahun 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp
35.915.452.000,- (setelah revisi DIPA terakhir). Yang terbagi
menjadi 2 (dua) program, program pertama yaitu Penyediaan
dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) yang merupakan
program utamaBPS Kota Jakarta Selatan dengan pagu anggaran
Rp. 31.127.752.000,-, program kedua vyaitu Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS
(DMPTTL) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.787.700.000 ,-.

Sebagai penyedia data dan informasi maka fokus BPS
Kota Jakarta Selatan adalah menyediakan data yang
berkualitas. Dengan kata lain, kualitas data memegang peranan
penting dalam penyediaan statistik resmi yang menjadi tugas
dan wewenang BPS. Sehingga dalam membuat indikator
kinerja, semaksimal mungkin dapat memenuhi ukuran dari

berbagai dimensi data berkualitas.

Selain dimensi kualitas, sebagai lembaga penyelenggara
perstatistikan khususnya statistik dasar yang dibutuhkan
pemerintah, harus mengacu pula pada Prinsip Dasar Statistik
Resmi yang telah disepakati secara internasional. Adapun

prinsip-prinsip tersebut yaitu:
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Statistik Hanya Memberikan Keterangan Lengkap
Secukupnya Saja

Statistik resmi menyediakan unsur yang mutlak diperlukan
dalam sistem informasi suatu masyarakat demokratis,
serta melayani pemerintah, perekonomian dan umum
dengan data mengenai keadaan ekonomi, demografi,
sosial, dan lingkungan. Pada akhirnya statistik resmi yang
ternyata memiliki manfaat praktis harus dirangkum dan
disediakan untuk umum oleh lembaga perstatistikan
tanpa pilih kasih, untuk menghormati hak Warga Negara
untuk mendapatkan informasi tentang statistik.

Statistik Hanya Menyediakan Informasi yang Terpercaya
Saja Untuk memperoleh kepercayaan dalam statistik-
resmi, lembaga perstatistikan perlu menentukan atas
dasar pertimbanganprofesional, termasuk prinsip-prinsip
ilmiah dan etika, tentang metode dan prosedur
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian
data statistik.

Statistik Harus Dapat Dipahami Dengan Mudah Oleh
Pengguna Agar data yang dikumpulkan dalam kegiatan
perstatistikan dapat ditafsirkan oleh pengguna dengan
benar, lembaga perstatistikan harus menyediakan
informasi terkait standar ilmiah mengenai sumber data,
metode dan prosedur yang digunakan.

Statistik Hanya Menyediakan Keterangan Yang Benar
Saja Lembaga perstatistikan berhak menunjukkan
terjadinya salah tafsir tentang statistik-resmi serta
penyalahgunaan statistik.

Statistik Ganda-Sumber, Ganda-Manfaat, dan Ganda-Pakai
Data untuk keperluan kegiatan perstatistikan dapat dipetik
dari berbagai jenis sumber, bisa berasal dari survei atau

catatanadministrasi. Lembaga perstatistikan bertugas memilih

sumber itu dengan mempertimbangkan mutu, kemuktahiran,
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10.

biaya sertabeban yang ditanggung oleh responden survei.
Kerahasiaan Data Individu

Data individu yang dikumpulkan oleh lembaga
perstatistikan untuk kompilasi statistik, baik merupakan
perseorangan ataubadan legal, harus diperlakukan secara
rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan
perstatistikan.

Transparansi Tatacara Perstatistikan

Undang-undang, peraturan dan proses pengolahan atau
penghitungan sesuai sistem statistik yang digunakan
harus diumumkan.

Koordinasi Antar Lembaga Pengumpul Informasi
Koordinasi antara berbagai badan dan lembaga yang
mengumpulkan statistik di dalam suatu negara adalah
persyaratan mutlak agar diperoleh konsisensi (ketaat-
asasan)dan efisiensi dalam sistem perstatistikan.
Pembakuan Konsep-Konsep Lintas Negara

Penggunaan konsep-konsep internasional, klasifikasi dan
metode mengenai perstatistikan di setiap negara akan
mendorong konsistensi/ketaat-asasan dan keefisienan
sistem perstatistikan pada setiap perangkat lembaga
resmi.

Kerjasama Internasional
Kerjasama bilateral dan multilateral dalam kegiatan

perstatistikan akan merupakan sumbangan penting untuk

sistem  perstatistikan-resmi di semua negara.
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11. Kerahasiaan Data Individu
Data individu vyang dikumpulkan oleh lembaga
perstatistikan untuk kompilasi statistik, baik merupakan
perseorangan ataubadan legal, harus diperlakukan secara
rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan
perstatistikan.

12. Transparansi Tatacara Perstatistikan
Undang-undang, peraturan dan proses pengolahan atau
penghitungan sesuai sistem statistik yang digunakan
harus diumumkan.

13. Koordinasi Antar Lembaga Pengumpul Informasi
Koordinasi antara berbagai badan dan lembaga yang
mengumpulkan statistik di dalam suatu negara adalah
persyaratan mutlak agar diperoleh konsisensi (ketaat-
asasan)dan efisiensi dalam sistem perstatistikan.

14. Pembakuan Konsep-Konsep Lintas Negara
Penggunaan konsep-konsep internasional, klasifikasi dan
metode mengenai perstatistikan di setiap negara akan
mendorong konsistensi/ketaat-asasan dan keefisienan
sistem perstatistikan pada setiap perangkat lembaga
resmi.

15. Kerjasama Internasional
Kerjasama bilateral dan multilateral dalam kegiatan
perstatistikan akan merupakan sumbangan penting untuk

sistemperstatistikan-resmi di semua negara.
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3.1. Capaian Kinerja BPS
Kotalakarta Selatan Tahun
2022

BAB Ill AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk mengetahui akuntabilitas serta
keberhasilan dankegagalan pelaksanaan kegiatan pada
suatu instansi/organisasi perlu dibuat analisis capaian
kinerja organisasi sebagai tolak ukur penilaian kinerja
organisasi agar semakin baik dari tahun ke tahun.
Akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik Kota Jakarta
Selatan Tahun2022 merupakan perwujudan kewajiban BPS
Kota Jakarta Selatan untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan
kegiatan BPS Kota Jakarta Selatan dalam mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan. Selama satu tahun
anggaran 2022, akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi
disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

Capaian kinerja BPS Kota Jakarta Selatan Tahun
2022 merupakan pencapaian dari indikator-indikator
tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2022. Capaian
kinerja diukur dengan cara membandingkan antara
kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan.
Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian
Kinerja yang memuat tujuan, sasaran strategis dan
indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu
tahun. Perjanjian Kinerja BPS Kota Jakarta Selatan
mempunyai 4 (empat) tujuan, 4 (empat) sasaranstrategis
dan 6 indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana

dituangkanpada Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
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3.1.1.Capaian Kinerja Tujuan

Capaian kinerja BPS Kota Jakarta Selatan tahun 2022
dijabarkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu capaian kinerja
tujuan dan capaian kinerja sasaran strategis. Masing-masing
capaian tersebut diuraikan sebagai berikut.

Ada 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai BPS Kota
Jakarta Selatan pada tahun 2022, yaitu:

1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan
sebagaidasar pembangunan;

2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan
standardisasi dalam penyelenggaraan SSN;

3.  Meningkatnya Pelayanan prima dalam
penyelenggaraanSSN;

4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi

birokrasi.

Rincian capaian kinerja tujuan BPS Kota Jakarta

Selatan  seperti pada tabel di bawah ini.
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Tabel 8. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tujuan BPS Kota Jakarta Selatan Tahun 2022

No.

1

2

3

4

Tujuan

Tujuan 1

Tujuan 2

Tujuan 3

Tujuan 4

Indikator

Persentase pengguna data
yang menggunakan data BPS
sebagai dasar perencanaan,
monitoring,dan evaluasi

Persentase publikasi statistik
yang menerapkan standard
akurasi sebagai dasar
perencanaan, monitoring dan
evaluasi pembangunan
nasional

Persentase OPD yang
menyampaikan metadata
sektoral dan khusus
sesuai

standar

Persentase OPD yang
mampu
menyelenggarakan
statistik sektoral secara
mandiri sesuai standar

Persentase OPD yang mampu
menyelenggarakan statistik
sektoral secara mandiri
sesuai

Hasil penilaian SAKIP
olehlnspektorat

Persentase kepuasan
penggunadata terhadap
sarana dan prasarana
pelayanan BPS

Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan
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Satuan Target Realisasi Kirlerja

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Poin

Persen

92,00

100,00

25

50

75

68,00

93,00

%)

77,64 84,39

100,00 100,00

0 0
0 0
100 120

66,39 97,63

94.68 101.81

71.98



Rata-rata capaian kinerja dari seluru Indikator Kinerja yang
menjadi Perjanjian Kinerja BPS Kota Jakarta Selatan tahun 2022
baru mencapai 71,98 persen. Dari 4 (empat) tujuan dan 7 (tujuh)
Sasaran yang diamanatkan kepada BPS Jakarta Selatan pada tahun
2022, ternyata hanya dapat dilaksanakan kegiatan dari 5 sasaran
kinerja saja. Sedangkan kegiatan yang mempunyai sasaran
Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, sebanyak 2 kegiatan
tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan tersebut adalah 1) Memberikan
Rekomendasi Kegiatan Statistik Kepada OPD tingkat 2, dan 2)
Mendapatkan metadata statistic sectoral dari OPD tingkat 2.

Setelah dicanangkan target pada awal tahun 2022 masing-
masing sebanyak 1 (satu) instansi dan 2 (dua) instansi, ternyata
berdasarkan hasil koordinasi secara langsung dengan instansi
target, Suku Dinas Kominfotik Jakarta Selatan, Suku Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil, Suku Dinas Pemberdayaan
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, dan Suku Dinas
Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian, tidak ada vyang
melaksanakan kegiatan statistik secara mandiri. Perancangan
kegiatan statistic, termasuk penyampaian metadata, dilaksanakan
di OPD tingkat Provinsi. Sehingga sasaran 2 yang dicanangkan
sebagai amanat dari BPS tidak menjadi target lagi di BPS Jakarta
Selatan pada tahun mendatang. Tanpa Sasaran 2, maka capaian
kinerja BPS Jakarta Selatan mencapai 100,77 persen.

Dilihat dari tujuan yang pertama yang ingin dicapai yaitu
menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar
pembangunan, dengan sasaran strategisnya yaitu meningkatnya
pemanfaatan data statistik yang berkualitas. Adapun indikatornya
antara lain persentase pengguna data yang menggunakan data BPS
sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi
pembangunan nasional; dan persentase publikasi statistik yang

menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan,
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monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Indikator-
indikator tersebut mencerminkan penilaian konsumen terhadap
kualitas data statistik (BPS) yang dihasilkan yang meliputi 5 (lima)
ragam data, yaitu data statistik sosial, statistik produksi, statistik
distribusi dan jasa, neraca dan analisis statistik, serta metodologi
statistik. Target dari indikator pertama yaitu persentase pengguna
data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan,
monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional adalah 92 persen
dan terealisasi sebesar 77,64 persen atau realisasi capaian
kinerjanya mencapai 84,39 persen.

Pengguna data yang telah menggunakan data BPSsebagai dasar
perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional,
masih belum mencapai target yang dicanangkan. Perlu dilakukan
sosialiasi mengenai ketersediaan data dan juga kegunaannya dalam
perencanaan pembangunan, sehingga mampu menarik pengguna
data dari kalangan instansi pemerintah. Dari survei kebutuhan data
2022, teridentifikasi pengguna data terbanyak adalah dari kalangan
pelajar/mahasiswa. Jika dilihat dari pekerjaan utama dan
instansi/institusi asal, sebanyak 41.49 persen konsumen di PST BPS
Kota Jakarta Selatan berasal dari lembaga pendidikan dan lembaga

penelitian, sementara dari PNS/TNI/Polri sebanyak 21.28 persen.

Selanjutnya target indikator yang kedua yaitu persentase
publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar
perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional
sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar 100 persen. Publikasi
yang menerapkan standard akurasi vyaitu Publikasi Statistik
Kesejahteraan Rakyat Kota Jakarta Selatan 2022. Selain itu masih
bayak publikasi lain yang diterbitkan oleh BPS Jakarta selatan yang

terbit tepat waktu sebanyak 17 Publisitas.
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Pada tujuan yang kedua yaitu meningkatnya kolaborasi, integrasi,
dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN, dengan sasaran
strategisnya yaitu penguatan komitmen Dinas/Instansi terhadap
SSN. Adapun indikator pertama dari sasaran strategis yang kedua
adalah persentase Dinas/Instansi yang medapatkan rekomendasi
kegiatan statistic. Indikator kedua dari sasaran strategisyang kedua
adalah persentase Dinas/Instansi yang menyampaikan metadata
sektoral dan khusus sesuai standar. Untuk Tujuan Kedua ini, BPS
Kota Jakarta Selatan belum bisa menetapkan target, karena tidak
terdapat instansi pemerintaah daerah tingkat Il di DKI Jakarta.
Semua otonomi kegiatan pemerintahan ada di Daerah tingkat
I(provinsi). Semua kegiatan statistik diinisiasi oleh instansi tingkat
Provinsi, baik permohonan rekomendasi pelaksanaan kegaiatan
statistic  maupun  penyampaian metadatanya. Organisasi
pemerintah Daerah tingkat kota merupakan pelaksana kegiatan

instnasi pemeritah provinsi DKI Jakarta.

Pada tujuan yang ketiga yaitu meningkatnya pelayanan prima
dalam penyelenggaraan SSN, dengan sasaran strategis penguatan
Statistik sektoral Dinas/Instansi. Indikator dari sasaran strategis ini
yaitu persentase Dinas/Instansi yang mendapatkan pembinaan
Statistik. Pada sasaran ini, BPS Jakarta Selatan mempunyai target
binaan 4 (empat) instansi, yaitu Sukudinas PPAPP dengan dalam
program Kota Layak Anak, Sukudinas Koperasi dan UMKM dalam
program pendataan UMKM, Suku Dinas KPKP dengan program
Ketahanan Pangan, dan Kelurahan Cilandak Timur dalam Program
Desa Cinta Statistik. Dalam tahun 2022 ini semua pembinaan dapat
dilaksanakan baik BPS sebagai pengarah kegiatan maupun
Tim/kelompok kerja. Melampui target yang dicanangkan, dari 75
persen menjadi 100 persen, sehingga capaian kinerjanya mencapai

120 persen.
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Selanjutnya untuk tujuan yang keempat yaitu penguatan tata
kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi. Sasaran strategis dari
tujuan yang keempat yaitu SDM Statistic yang unggul dan berdaya
saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan. Indikator dari sasaran
strategis ini adalah hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat; dan
persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan
prasarana pelayanan BPS. Penilaian SAKIP meliputi 5 (lima)
komponen besar yang menjadi objek evaluasi dari Inspektorat BPS.
Kelima komponen besar tersebut meliputi perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan
pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Masing-masing komponen
mempunyai bobot penilaian yang beragam. Dari total bobot (100),
komponen Perencanaan kinerja mempunyai bobot (30), komponen
Pengukuran kinerja mempunyai bobot (25), Pelaporan kinerja
mempunyai bobot (15), Evaluasi kinerja mempunyai bobot (10) dan
Capaian kinerja mempunyai bobot (20). Berdasarkan target nilai
SAKIP yang ditetapkan adalah sebesar 68 poin dengan realisasi pada
tahun 2022 sebesar 66,39 poin atau capaian kinerjanya mencapai
97,63 persen.

Untuk target persentase kepuasan pengguna data terhadap
sarana dan prasarana pelayanan BPS ditetapkan sebesar 90 persen
dengan realisasi sebesar 94,68 persen atau capaian kinerjanya
101,18. Kepuasan konsumen terhadap pemenuhan sarana dan
prasarana BPS Kota Jakarta Selatan diperoleh dari atribut
kenyamanan sarana dan prasarana pendukung pelayanan serta

keberadaan fasilitas pengaduan.

3.1.2.Capaian Kinerja Sasaran

Untuk mempermudah pencapaian tujuan, maka BPS telah
merumuskan sasaran strategis untuk masing-masing tujuan. Hasil
capaian kinerja sasaran strategis BPS selama tahun 2022 dapat dilihat

pada Tabel 9 di bawah ini.
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S$S1. Sasaran Strategis: Meningkatnya Pemanfaatan data Statistik

yang berkualitas

Tabel 9. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Pertama BPS

Kota Jakarta SelatanTahun 2022

SS1. 1.1.1.
Meningkatnya Persentase

Pemanfaatan pengguna Persen 92,00 77,64

data Statistik  45t5 yang

Zanf ; menggunakan
erkualitas e

sebagai dasar
perencanaan

11.2 Persen

Persentase
publikasi
statistik yang
menerapkan
standard
akurasi
sebagai dasar
perencanaan,
monitoring
dan evaluasi
pembangunan
nasional

100,00 100,00

84,39

100,00

Berdasarkan Tabel 9, sasaran strategis untuk mencapai

tujuan“Penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar

pembangunan”, yaitu “meningkatnya pemanfaatan data statistik

yang berkualitas”. Sasaran 1 pada tujuan ini mencapai 77,64 persen,

artinya 77,64 persen dari pengguna data BPS Jakarta Selatan yang

menggunakannya untuk perencanaan, evaluasi dan monitoring

pembangunan nasional, masih dibawah target yang ditetapkan.

Sementara sasaran 2 pada tujuan ini telah mencapai target yang

ditetapkan.
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BPS sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bertugas
menghasilkan data yang digunakan dalam penyusunan perencanaan
sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap program-program yang
dijalankan baik oleh instansi pemerintah maupun swasta,
senantiasa dituntut untuk meningkatkan kinerjanya sehingga
kepercayaan pengguna data terhadap kualitas data yang dihasilkan
oleh BPS juga semakin meningkat.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis
“meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas”, BPS
Kota Jakarta Selatan telah menetapkan beberapa indikator kinerja

utama (IKU) di antaranya:

Indikator pertama dari sasaran strategis pertama untuk
tujuan pertama adalah persentase pengguna data yang
menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan

evaluasi dan pembangunan nasional. IKU ini diukur dengan formula:

—X X 100%

Dimana :

X = Jumlah K/L/D/I yang menggunakan data BPS sebagai dasar
perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. Y =
Jumlah K/L/D/I yang menggunakan data BPS

Indikator ini dihasilkan dari Survei Kebutuhan Data dengan
unit kerja yang menjadi penanggungjawab dari indikator di atas
adalah Fungsi IPDS. Pada tahun 2022 indikator ini ditargetkan
sebesar
92 persen, dan realisasinya mencapai 77,64 %. Dengan demikian
tingkat capaian kinerjanya adalah 84,39 %. Di tingkat kota, memang
banyak masukan dari pengguna data bahwa data BPS tidak dapat
memenuhi kebutuhan kalangan pembuat kebijakan daerah karena
datanya masih bersifat makro dan kadang cakupannya hanya
sampai level kota. Pemerintah daerah sangat memerlukan data
yang lebih mikro dengan cakupan wilayah yang lebih kecil lagi, misal

sampai tingkat kelurahan. Data tersebut sangat diperlukan dalam
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membuat program intervensi dari berbagai permasalahan daerah.
Disamping itu, pencapaian ini juga dapat disebabkan

kualitas data yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pengguna,

seperti keragaman data baik jenisnya maupun periodenya, dan

kemutakhiran data.

Indikator kedua dari sasaran strategis pertama untuk
tujuan pertama adalah persentase publikasi statistik yang
menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan,

monitoring dan evaluasipembangunan nasional. Formulanya adalah:

—X X 100%

Dimana :

X =Jumlah publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik

menerapkan standar akurasi.

Y = Jumlah publikasi yang dihasilkan

Penanggungjawab dari indikator di atas adalah Fungsi
StatistikDistribusi, Fungsi Statistik Sosial, Fungsi Neraca Wilayah dan
Analisis Statistik, dan Fungsi Statistik Produksi dan sumber datanya
berasal dari jumlah publikasi yang dihasilkan. Pada tahun 2022
indikator ini ditargetkan sebesar 1 publikasi dengan target tercapai,
realisasinya 100 persen. Dengan demikian capaian kinerjanya
menjadi 100,00 persen.

Akurasi merupakan ukuran kecermatan, ketelitian maupun
ketepatan. Dalam proses bisnis kegiatan di BPS Kota Jakarta Selatan
sudah dilakukan hal-hal untuk menjaga akurasi data, diantaranya
dengan pengawasan pendataan, pemeriksaan dokumen serta
prosesedit dan validasi pengolahan.

Secara umum, BPS Kota Jakarta Selatan telah melakukan beberapa
hal untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah dengan
memaksimalkan peran Tim Pelaksana khususnya PilarPenataan Tata
Laksana. Tim ini bertugas untuk memastikan apakah proses

pengumpulan data yang dilakukan sudah sesuai dengan Standar
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Operasional Prosedur (SOP) atau buku pedoman yang digunakan
sebagai panduan dalam pengumpulan data dari survei
bersangkutan. Peningkatan kualitas data juga dilakukan dengan
lebih mengaktifkan peran para pengawas dan memastikan bahwa
peran yang harus diambil terlaksana dengan baik. Selama ini
proses pengawasan di lapangan dianggap belum maksimal, hal ini
terlihat dengan masih banyaknya perbaikan yang dilakukan pada
tahap editing coding dan pengolahan dokumen pencacahan.
Seharusnya saat data diserahkan kepada unit pengolahan,
pengawas bisa menjamin data yang dikumpulkan sudah sesuai
dengan apa yang diharapkan.

Upaya peningkatan kualitas data melalui petugas pendata
adalah dengan membekali pengetahuan melalui briefing maupun
pelatihan sehingga petugas memahami maksud dan tujuan
pendataan tersebut. Selain itu, dalam proses pelatihan juga
diberikan materi berupa role playing agar petugas bisa lebih
menguasai dalam menggali informasi dari responden. Petugas juga
dituntut untuk terus menjalin hubungan yang baik dengan
responden sebagai sumber data melalui pendekatan kekeluargaan
dalam melakukan wawancara. Petugas juga diingatkan bahwa
dalam melakukan pendataan di lapangan, agar selalu
memperhatikan konsistensi dan koherensi dari data yang
dikumpulkan karena adanya keterkaitan antara data yang satu
dengan data lainnya. Selain itu, petugas juga senantiasa diingatkan
untuk tidak melakukan moral hazard, petugas harus jujur dalam
melakukan pendataan terhadap survei rumah tangga maupun
survei perusahaan.

Untuk melengkapi kegiatan di atas, penanggungjawab
kegiatan juga telah melakukan monitoring kualitas atau biasa
dikenal dengan penjaminan kualitas. Monitoring kualitas atau
pengendalian kualitas dibuat pada saat kegiatan sedang

berlangsung yang bertujuan untuk menjaga kualitas hasil dari
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kegiatan yang sedang dilaksanakan serta untuk mengetahui sedini
mungkin kesalahan yang terjadi baik dari sisi cakupan (coverage)

maupun isi (content) data yang dikumpulkan

Masalah/kendala yang dihadapi

Secara umum, rata-rata capaian sasaran strategis
meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
berada di atas 92,20 persen. Capaian kinerja tersebut masih
dibawah target yang ditetapkan, terutama dalam penggunaan data
statistik untuk dasar pembangunan.

BPS Kota Jakarta Selatan tetap terus berupaya
meningkatkan kualitas data, yaitu relevan dengan kebutuhan
pengguna, akurat, tepat waktu dalam pelaksanaan Ilapangan
maupun penyajian, serta mudah diakses oleh pengguna data.

Perlunya upaya-upaya yang harus dilaksanakan untuk dapat
mempertahankan kemudian meningkatkan capaiannya di tahun
berikutnya.

Masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BPS
Kota Jakarta Selatan terkait hal tersebut di antaranya:

1. Masih sedikitnya data statistic yang bersifat sectoral dalam
cakupan wilayah yang lebih kecil (small area statistic). Jenis
data tersebut sangat diperlukan sebagai dasar pelaksanann
program pemerintah daerah.

2. Pembatasan sosial yang disebabkan pandemi Covid-19
menyebabkan komunikasi dengan para pengguna data di
instansi pemerintah daerah menjadi berkurang. Demikian juga
jumlah pengunjung Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kota
Jakarta Selatan.

3. Pandemi Covid-19 menyebabkan petugas kesulitan untuk
bertemu/berkomunikasi dengan responden, baik perusahaan
maupun rumahtangga sehingga meningkatkan persentase non

respon.

4. Kurangnya jumlah SDM pengumpulan data menyebabkan

52



padatnya jadwal kegiatan lapangan, sehingga berpengaruh
kepada kurangnya proses penjaminan kualitas, yaitu terbatasnya
waktu pemeriksaan data.

5. Minimnya pencatatan operasional kegiatan usaha pada usaha
skala kecil dan mikro menyebabkan petugas pengumpulan data
sulit untuk mengumpulkan data pada survei dengan responden
kegiatan usaha.

6. Masih rendahnya penerimaan responden perusahaan terhadap
petugas dan kegiatan survei yang dilaksanakan oleh BPS.

7. Referensi waktu dari data yang diminta dalam pelaksanaan
beberapa survei sangat panjang sehingga menimbulkan data
yang dihasilkan tidak objektif karena beberapa usaha tidak
memiliki catatan lengkap.

8. Beberapa responden, baik responden rumah tangga maupun
perusahaan terkena sampel untuk beberapa survei dengan
tujuan yang berbeda. Sehingga menimbulkan kerepotan bagi
responden.

9. Perubahan kontak responden (Person In Charge) di respoden
atau instansi/satuan kerja pemerintah daerah (SKPD)
menyebabkan terjadinya perubahan penanggungjawab dalam
menangani permintaan data survei sehingga berpengaruh
terhadap respon rate .

Sedangkan dari sisi peningkatan kualitas data, beberapa hal yang

perlu mendapat perhatian adalah:

1. Angka final yang akan dirilis seperti angka inflasi, pertumbuhan
industri manufaktur, pertumbuhan ekonomi sangat berdekatan
dengan waktu rilis sehingga waktu penyiapan bahan menjadi
sangat terbatas. Hal ini sangat berkaita erat dengan sulitnye
pengumpulan data di lapangan.

2. Keterbatasan petugas mitra yang berkualitas dalam membantu
kegiatan BPS Kota Jakarta Selatan sehingga menyebabkan

kurang kompeten saat di lapangan.
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Penerimaan dokumen menumpuk pada akhir jadwal
pelaksanaan, sehingga proses pemeriksaan data tidak berjalan
dengan maksimal.

Survei yang dilakukan secara panel setiap bulan menyebabkan
kejenuhan pada responden dan berakibat pada rendahnya
kualitas isian yang diberikan.

Masih adanya revisi konsep definisi pada buku pedoman
pelaksanaan lapangan, meskipun pendataan sudah mulai

dilakukan.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala

Memperbanyak kegiatan kompilasi data dari para produsen
data sectoral

Menambah frekuensi penyebarluasan data dalam bentuk yang
lebih ringkas dan mudah diakses

Pendataan dengan menggunakan media komunikasi telepon
dan internet.

Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap proses
pelaksanaan kegiatan.

Melakukan komunikasi ke BPS terkait jadwal pelaksanaan
kegiatan yang padat.

Perekrutan petugas mitra dilaksanakan dengan selektif.
Mengupayakan agar proses pengiriman data yang sudah selesai
di tingkat petugas lapangan ke proses selanjutnya secara
bertahap, sehingga tidak menumpuk pada akhir kegiatan.
Menyusun penegasan-penegasan untuk beberapa kasus yang

tidak dijelaskan dalam Buku Pedoman.

Rencana Aksi

Menyusun matriks jadwal kerja yang memuat beban kerja
petugas dan target waktu penyelesaian sehingga proses
monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan dengan baik.

Menyusun Database Mitra Statistikyang dinamis secara terus-
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menerus melakukan identifikasi terhadap perusahaan yang ada
di wilayah kerja petugas dengan melihat direktori yang tersedia
maupun turun langsung ke lapangan, sehingga kerangka sampel
yang tersedia menjadi up to date,dibantu dengan aplikasi sistem
informasi monitoring di masing- masing fungsi statistik.

3. Lebih meningkatkan komunikasi dengan sumber-sumber data
baik rumah tangga, perusahaan maupun instansi pemerintah.

4. Perlu dilaksanakan identifikasi petugas non organik/mitra yang
dapat dilibatkan pada kegiatan sensus maupun survei BPS
dalam setiap kesempatan.

5. Menjaga ikatan emosi dan memelihara hubungan baik dengan
para mitra statistik.

6. Mendokumentasikan dengan baik segala sesuatu yang terkait
dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

7. ldentifikasi resiko yang muncul yang diakibatkan karena waktu
pelatihan yang terbatas dan penggunaan petugas baru.

$S2. Sasaran Strategis: Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap
SSN

Tabel 10. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Kedua BPS Kota
Jakarta SelatanTahun 2022

SasaranStrategis ) . Capaian
Indikator Satuan Target Reali Kinerja

sasi

$52. Penguatan 2.1.1 Persentase

) Organisasi persen 25 0 0-
Komitmen Perangkat Daerah
K/L/D/1 (OPD) yang
terhadap mendapatkan
rekomendasi
SSN kegiatan statistik
2.1.2 Persentase K/L/D/I persen 50 0 0

yang menyampaikan
metadata sektoral
dan khusus sesuai
standar

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis -
Tujuan 2

Berdasarkan Tabel 10, sasaran strategis pada tujuan kedua
yaitu: penguatan komitmen K/L/D/I). Sasaran strategis tersebut

memiliki 2 (dua) indikator yang terukur, vyaitu : Persentase
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Organisasi  Perangkat Daerah (OPD) vyang mendapatkan
rekomendasi kegiatan statistic,c, dan 2) Persentase K/L/D/I yang
menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar
Penanggung jawab dari indikator tersebut adalah Fungsi IPDS.

Sumberdatanya berasal dari sirusa.bps.go.id. Formulanya adalah :

—X X 1009%
_? 0

Dimana :

X = Jumlah K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan
khusus sesuai standar.

Y = JumlahK/L/D/I yang melakukan kegiatan statistik.

° Sumber data dari indikator pertama berasal dari
jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan
rekomendasi kegiatan statistik, dan indicator kedua berasal dari OPD
yang menyampaikan rencana kegiatan statistiknya dan mendapat
rekomendasi dari BPS.

° Pada tahun 2022 kedua indikator ini menargetkan
capaian kinerja sebesar 25 persen atau 1 OPD dan 50 persen atau 2
dari 4 OPD yang menjadi target jumlah Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dan
menyampaikan metadatanya. Target ini adalah suatu upaya untuk
menggali kegiatan statistic yang dilaksanakan di OPD Kota Jakarta
Selatan. Hasil yang diperoleh adalah bahwa tidak ada satupun dari 4
OPD tersebut melakukan kegiatan statistic secara mandiri. Ketidak
mandirian teersebut sangat berkaitan erat dengan sistem
pemerinthan provinsi DKl Jakarta yang hanya memiliki satu
pemerintahan, pemerintah provinsi. OPD di Kota Jakarta Selatan
merupakan kepanjangan tengan dari OPD tingkat Provinsi, artinya
melaksanakan kegiatan sesuai penugasan tingkat provinsi menurut

wilayah kerjanya.
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$S3.1 Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN

Tabel 11. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Ketiga BPS Kota
Jakarta SelatanTahun 2022

Capaian
Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi Kinerja (%)
Strategis
3.1. Persentase
§S3.1Penguatan Organiskasi
Statistik Sektoral Perangkat
K/L/D/I Daerah pers 75 100- 120-
(OPD) yang en
mendapatk
an
pembinaan
statistik

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis -
Tujuan 3

Berdasarkan Tabel 11, sasaran strategis ketiga vyaitu
penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I terdapat target 75 persen.
Dari target 3 OPD yang dibina, tercapai 4 OPD, sehingga capaian
kinerjannya 120 persen

Unit kerja yang menjadi penanggung jawab dari indikator
ini adalah Kepala BPS, Fungsi Statistik Distribusi, Fungsi Statistik
Sosial, Fungsi statistik Produksi, Fungsi Nerwilis, dan Fungsi IPDS.

e Sumber data dari indikator ini berasal dari jumlah
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan
statistik.

e Pada tahun 2022 indikator ini menargetkan capaian
kinerja sebesar 75 persen atau 3 OPD dari target 4 OPD yang
menjadi target jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
mendapatkan pembinaan statistik. Adapun capaian realisasi yang
dicapai sebesar 120 persen atau sebanyak 4 OPD.

e Kendala pada indikator ini yaitu koordinasi antara BPS

dengan Instansi terkait yang belum maksimal,
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$S4.1. Sasaran Strategis SDM Statistik yang Unggul dan berdaya
saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan

Tabel 12. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Ke Empat BPS
Kota Jakarta SelatanTahun 2022

Sasaran Ca_paign
Strategis Indikator SatuanTarget Realisasi K"‘L‘:"Ja
SS4.1 SDM 4.1.1. Hasil Point 68,00 66,52 92,63
Statistik yang  [Penilaian
Unggul dan SAKIP oleh
berdayasaing  |Inspektorat
dalam kerangka [4.1.2. Persentase
tata kelola |kepuasan
kelembagaan lpenggunadata | | 9300 | o468 101,81
terhadap sarana
dan prasarana
pelayanan BPS
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 4 99,72

Sasaran strategis ke empat yaitu SDM Statistik yang Unggul
dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan.
Indikator dari sasaran strategis tersebut adalah Hasil Penilaian
SAKIP oleh Inspektorat. Penanggungjawab dari indikator di atas
adalah Subbagian Umum. Target hasil penilaian SAKIP tahun 2020
sebesar 68 poin, dan realisasi penilaian SAKIP sebesar 66,5 poin.

Capaian kinerja tahun 2022tercatat 92,63 persen.

Penilaian yang dilakukan oleh tim SAKIP Inspektorat adalah
tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh BPS Kota Jakarta Selatanatas
catatan yang diberikan dalam Laporan Hasil Evaluasi.

Penilaian komponen Pengukuran Kinerja, BPS Kota Jakarta
Selatan memanfaatkan monev.bps.go.id yang merupakan aplikasi
terkait monitoring SAKIP yang dikelola langsung oleh BPS Pusat.
Dalam pelaksanaan komponen Evaluasi Kinerja, BPS Kota Jakarta
Selatan telahmembentuk Tim SAKIP yang terdiri dari perwakilan dari
masing-masingFungsi dan sub bagian yang ditetapkan dengan surat
keputusan Kepala BPS Kota Jakarta Selatan. Tim ini secara
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3.2. Capaian Kinerja BPS
Tahun 2022 Terhadap
Tahun2021

rutin setiap triwulan melakukanevaluasi terhadap pencapaian target
yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi kendala-kendala yang
ditemukan dalam memenuhi target tersebut sekaligus mencari
solusi untuk memecahkan kendala tersebut.

Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Jakarta Selatan
secara rata-rata, pencapaian kinerja tahun 2022 sebagai tahun
kedua untuk rentang waktu Renstra 2020 — 2024 sudah tergolong
baik dilihat dari pencapaian dari tiap-tiap indikator sasaran.
Kemajuan lainnya adalah pada tahun 2022 ini tujuan 2 dan tujuan 3
mulai dilaksanakan sasarannya, walaupun akhirnya sasaran tujuan
2 vyaitu Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN  tidak
terlaksana sebagai dampak dari sistem pemerintahan otonomi
Provinsi DKI Jakarta. Dengan tidak ditemukannya 2 (dua) indikator
dalam sasaran kinerja tujuan 2, yaitu persentase OPD vyang
mendapatkan rekomendasi kegiatan statistic dan OPD vyang
menyerahkan metadata kegiatan statistic, maka capaian kinerja
BPS Jakarta Selatan mencapai 71,98 persen. Diluar dua indikator
tersebut, kinerja BPS Jakarta Selatan rata-rata terealisasi 100
persen.

Namun disisi lain, Tujuan 3 yang mulai tahun ini sudah
ditetapkan targetnya untuk mencapai sasaran Penguatan Statistik
Sektoral K/L/D/I, tahun sebelumnya tidak ditargetkan. Pada tahun
2020 telah dilakukan pembinaan statsstik terhadap 4 (empat) OPD,
lebih bayak dari target 3 OPD, sehingga tercapai kinerja 120

persen.
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Tabel 13. Capaian Kinerja BPS Kota Jakarta Selatan Tahun 2022terhadap

Tahun 2021
Realisasi(%) Capaiag Kinerja
Tujuan/ Indikator (%)
Sasaran 2021 | 2022 2021 | 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Menyediakan
Data Statistik
untuk
dimanfaatkan
sebagai dasar
1.1 Persentase
Meningkatnya pengguna data
Pemanfaatan \sgfggunakan
datastatistik
yang berkualitas data BP.S
sebagai dasar | 100,00 77,64 117,65 84,39
perencanaan,
monitoring,
dan evaluasi
pembangunan
nasional
Persentase
publikasi
statistik yang
menerapkan
standard
akurasi sebagai
dasar 100,00 100,00 | 100,00 100
perencanaan,
monitoring dan
evaluasi
pembangunan
nasional
Rata-rata Capain Kinerja Sasaran Tujuan 1 108,82 92,20
2. Meningkatnya
kolaborasi, integrasi,
sinkronisasi dan
standardisasi dalam
penyelenggaraan
SSN
2.1 Penguatan Persentase - - - -
Komitmen K/L/D/l'yang
K/L/D/Iterhadap melaksanakan
SSN rekomendasi
kegiatan
statistik
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Persentase
K/L/D/I yang
menyampaikan
metadata
sektoral dan
khusus sesuai
standar

Rata-rata Capaian

Kinerja Sasaran

Tujuan 2

3. Meningkatnya
Pelayanan prima
dalam
penyelenggaraan
SSN

3.1 Penguatan Statistik| Persentase - 100 - 120
Sektoral K/L/D/I K/L/D/l'yang
mampu
menyelenggara
kan statistik
sektoral secara
mandiri sesuai
NSPK
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Tujuan 3 - 120
4. Penguatan tata
kelola kelembagaan
dan reformasi birokrasi
4.1 SDM Statistikyang | Hasil penilaian
Unggul dan berdaya | SAKIP oleh
saing dalam kerangka | Inspektorat
tata kelola 67,75 66,39 | 96,70 97,63
kelembagaan
Persentase
kepuasan
pengguna data
terhadap
sarana dan 75,76 94,68 | 84,18 101,81
prasarana
pelayanan BPS
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Tujuan 4 91,91 | 99,72
Rata-rataCapaian KinerjaTujuan 100,36 | 71,98
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3.2.1. Capaian Kinerja Sasaran Tujuan 1 tahun 2022 terhadap 2021

Dibandingkan tahun 2020, Capaian Kinerja Sasaran Tujuan 1
pada tahun 2022 ini meningkat cukup signifikan, dari 108,82 persen
menjadi 92,2 persen akibat dari menurunnya pengguna data yang
menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan
evaluasi pembangunan. Sementara untuk Sasaran kedua pada
tujuan 1 ini masih bisa dipertahankan untuk tetap menerbitkan

publikasi yang memeliki standar akurasi seperti yang ditargetkan.

3.2.2. Capaian Kinerja Sasaran Tujuan 2 tahun 2022 terhadap 2020

Sejak tahun 2020, sasaran dalam tujuan 2, yaitu Penguatan
Komitmen K/L/D/I dalam SSN, sudah diprediksi tidak akan dapat
dilaksanakan. Namun dengan adanya perkembangan peraturan
statistic, utamanya program Satu Data Indonesia, maka pada tahun
2022 ini dua indicator tersebut mungkin dapat terlaksana, yaitu
OPD yang mendapat rekomendasi pelaksanaan kegiatan statistic
dan OPD yang memberikan metadata kediatan statistik.. Namun
ternyata sistem pemerintahan tidak memungkinkan untuk OPD
tingkat Kota Jakarta Selatan. Sehingga Capaian Kinerjanya tetap 0
(nol), seperti tahunsebelumnya. Setidaknya pada tahun 2022 sudah
dicoba untuk dijajaki kemungkinan adanya inisiatif kegiatan

statistic sectoral OPD Kota Jakarta Selatan.

3.2.3. Capaian Kinerja Sasaran Tujuan 3 tahun 2022 terhadap 2020

Sasaran 3 yaitu pembinaan OPD dalam melaksanakan
kegiatan statistic sektoralnya agar sesuai standar Statistik Nasional,
telah dilaksanakan di 4 OPD dari target 3 OPD. Tahun sebelumnya
kegiatan ini sebetulnya sudah dilaksanakan, namun masih dalam
bentuk penjajagan. Capaian kinerja sebesar 110 persen, disbanding

0 (nol) pada tahun 2021
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3.2.4. Capaian Kinerja Sasaran Tujuan 4 tahun 2022 terhadap 2020

Pencapaian Kinerja sasaran pada Tujuan 4 tahun 2022
mengalami peningkatan dari 91,91% di tahun 2021 menjadi 99,72
% di tahun 2022. Peningkatan ini ini terjadi khususnya pada
capaian kinerja sasaran 2, yaitu persentase kepuasan pengguna
data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS. Capaian
kinerja Sasaran 1 yaitu hasil penilaian SAKIP, dengan target 68 poin
pada tahun 2022 tercapai 66,39 poin atau capain kinerja 97,63 %.
Sedang tahun sebelumnya target SAKIP tertera 69 poin, hanya

tercapai 67,75 poin dengan capain kinerja 96,70 persen.

Implementasi SAKIP ini harus terus ditingkatkan karena
capaiannya yang cenderung menurun di dua tahun ini dengan
memperhatikan semua rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
oleh inspektorat BPS. Perbaikan implementasi SAKIP merupakan
Langkah yang penting dalam meraih pengukuhan BPS Kota Jakarta
Selatan WBK.
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3.3. Perkembangan Capaian kinerja BPS Kota Jakarta Selatan tahun 2022 terhadap

Capaian Kinerja Tahun target Renstra 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

2022 terhadap Target Tabel 14. Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Jakarta Selatan Tahun
Renstra 2024 2022 terhadap Target Renstra 2024
Realisasi Capaian
: Target LELE
Tujuan b
ujuan/ Renstra 2020 Kinerja (%)

Sasaran/Indikator

2024 2021 | 2022| 2021| 2022

(1) (3) (4)

T1. Menyediakan Data
Statistik untuk
dimanfaatkan sebagai
dasar pembangunan

1.1 Meningkatnya
Pemanfaatan data statistik
yang berkualitas

Persentase pengguna
data yang
menggunakan data BPS
sebagai dasar
perencanaan,
monitoring, dan 87 | 100 | 77,64/114,94 89,24
evaluasi pembangunan
nasional

Persentase publikasi
statistik yang
menerapkan standard
akurasi sebagai dasar
perencanaan,
monitoring dan

100 100 100 100 100

Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan 1 107,47 94,62

T2. Meningkatnya kolaborasi,
integrasi, sinkronisasi dan

standardisasi dalam
penyelenggaraan SSN
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2.1 Penguatan Komitmen
K/L/D/I terhadap SSN

Persentase K/L/D/I yang
melaksanakan
rekomendasi kegiatan
statistik

Persentase K/L/D/I yang
menyampaikan
metadata sektoral dan
khusus sesuai standar

T3. Meningkatnya
Pelayanan prima dalam
penyelenggaraan SSN

3.1 Penguatan Statistik
Sektoral K/L/D/I

100

120

Persentase K/L/D/I yang
mampu
menyelenggarakan

T4. Penguatan tata kelola
kelembagaan dan reformasi
birokrasi

4.1 SDM Statistik yang Unggul
danberdaya saing dalam
kerangka tata kelola

Hasil penilaian SAKIP
oleh Inspektorat

70

67,75

66,39

96,79

94,84

Persentase kepuasan
pengguna data terhadap
sarana dan prasarana
pelayanan BPS

92

75,76

94,68

82,35

102.91

Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan 4

89,57

98,87

Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan |

98,52

96,75

Capaian Kinerja dari dua tujuan tahun 2022 terhadap
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renstra 2024 sudah mencapai 96,75 persen. Sedangkan tahun 2021
capaian kinerja 98,52 persen. Secara keseluruhan capaiannya
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, utamanya karena

Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai

dasar

nasional

perencanaan,

pengguna

data

monitoring,

yang menggunakan

berfluktuatif selama 3 tahun terakhir

dan evaluasi

pembangunan

data statistic

Capaian Kinerja tujuan 4 perlu mendapat perhatian pada

tahun mendatang, terutama pada nilai SAKIP yang nilainya terus

menjauh dari renstra sebesar 70 point.

Tabel 15. Kendala dan Solusi Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota
Jakarta Selatan Tahun 2022 terhadap Target Renstra 2024

Tujuan/ Indikator Kendala Solusi
Sasaran
(1) (2) (3) (4)
1. Menyediakan
Data Statistik
untuk
dimanfaatkan
sebagaidasar
pembangunan
1.1 Meningkatnya [Persentase pengguna [Mempertahankan [1. Meningkatkan kualitas|
Pemanfaatan data yang kepercayaan data mulai dari
data statistik menggunakan data  [pengguna data dan |rekrutmen
yang berkualitas BPS sebagai dasar memenuhi mitra,Pelatihan,

perencanaan,
monitoring, dan
evaluasi
pembangunan
nasional

kebutuhan ragam
data

pelaksanaan lapangan,
pemeriksaan dokumen,
pengolahan, dan
evaluasi hasil
pengolahan,
2.diseminasi yang lebih
cepat

3.Menambah
keragaman data yang
ditampilkan untuk
memenuhi kebutuhan
para pengguna data

Persentase publikasi
statistik yang
menerapkan standard
akurasi sebagai dasar
perencanaan,
monitoring dan
evaluasi
pembangunan
nasional

Mempertahankan
kualitas data yaitu
data akurat, tepat
waktu, mudah
diakses

Mempercepat waktu
publikasi
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2. Meningkatnya
kolaborasi,
integrasi,
sinkronisasi dan
standardisasi dalam|

penyelenggaraa

n SSN

penyelenggaraan
SSN
2.1 Persentase Belum adanya |[Membentuk
Penguatan K/L/D/1yang format alternatif sasaran
Komitmen melaksanakan | oordinasi ataupun indicator
K/L/D/I Lekgmenday. ik dengan kinerja khusus kota
terhadap eglatan statistl instansi/OPD di Provinsi DKI
SSN dalam rangka |lakarta agar
pembinaan sasaran ini bisa
dan realistis
peningkatan
kerjasamadi
bidang
statistik,
terutama
mengenai
statistik
sektoral di
tingkat Kota di
DKl Jakarta
Persentase Tidak ada OPD [Merumuskan
K/L/D/I yang yang kembali kebijakan
menyampaikan  |nelaksanakan |metadata di
metadata sektora_l statistiksecraa  [tingkat kota dg BPS
dan khusus sesuai . .
standar mandiri Provinsi,dan
menetapkan
PenetapanKinerja
untuk th 2022
3.
Meningkatnya
Pelayanan
prima dalam
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3.1Penguatan
StatistikSektoral

K/L/D/

Persentase K/L/D/I
yang mampu
menyelenggaraka n
statistik sektoral
secara mandiri sesuai
NSPK

Tidak ada OPD
yang
melaksanakan
statistiksecraa
mandiri

1. Menindaklanjuti
kebijakan BPS
Provinsi atas
rekomendasi
yang diberikan,
diantaranya
pembinaan
survei Podes
Sudis Kominfotik
dan pendataan
daftar pemilih
oleh KPU,
Pembinaan Desa
Cantik

4. Penguatan tata kelola
kelembagaandan
reformasibirokrasi

4.1 SDM Statistik yang
Unggul dan berdaya
saing dalam kerangka
tatakelola
kelembagaan

Hasil penilaian
SAKIP oleh
Inspektorat

Catatan
penilaian LHE
tahun 2022

Catatan yang diberikan
untuk penilaian
komponen  Pengukuran
Kinerja BPS Kota Jakarta
Selatan:

i.pengumpulan data kinerja
sudah menggunakan
teknologi sehingga
pemangku kepentingan
dapat
mengetahui/memonitor
capaian kinerja secara up
to date,

ii. setiap nilai realisasi
capaian kinerja yang

LKIP

tertuang  dalam

sudah
iii. sesuai dengan FRA dan
data sumbernya, dan

iv. pengukuran kinerja
menggunakan

lyang
telah diperjanjikan

target

sehingga nilai target pada
dokumen perencanaan
sudah selaras dan
pengukuran realisasi
berdasarkan dokumen

sumber yang valid.
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Persentase Menurunnya pelayanan terhadap

kepuasan pengguna |minat pengguna pengguna data, agar
data terhadap data untuk datang [sesuai dengan Standar
saranadan langsung ke PST Operasional Prosedur
prasarana

yang telah ditetapkan,
menyediakan pusat
layanan statistic dengan
sarana dan prasarana
yanglebih baik misalnya
dengan pelayanan
konsultasi, Publikasi
Statistik Populer yang
mudah dicerna.

pelayanan BPS

3.4. Prestasi dan Inovasi
Tahun 2022

Prestasi yang Diperoleh Selama Tahun 2022

Selama periode tahun 2022 penghargaan yang diterima
oleh BPS Kotalakarta Selatan adalah penghargaan atas pencapaian
kinerja masing masing fungsi statistik oleh BPS Provinsi DKI Jakarta.
Fungsi Statistik BPS Kota Jakarta Selatan yang memperoleh

penghargaan yaitu:

1. Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Sebagai Juara ke 2 Pengeloolaan Website Terbaik Se BPS
Provinsi DKI Jakarta

Gambar 2 Piagam Penghargaan Pengelolaam Website Terbaik

4

PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada
BPS KOTA JAKARTA SELATAN
Atas Prestasinya sebagai:

JUARA 2

Kategori: PENGELOLAAN WEBSITE TERBAIK TAHUN 2022

Jakarta, 27 Januari 2023
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2. Fungsi Statistik Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
sebagai terbaik ke-2 se BPS Provinsi DKI Jakarta

Gambar 3 Piagam Penghargaan Fungsi Statistik Nerwilis dari BPS Provinsi
DKl Jakarta

N
G
PIAGAM PENGHARGAAN

N

Diberikan Kepada:
BPS KOTA JAKARTA SELATAN
Atas prestasinya sebagai:

JUARA 2

Kateqorl PENYELENGGARA KEGIATAN NERACA WILAYAN DAN ANALISS
TERBAIK TAHUN 2022

Jakarta, 27 Januvari 2023

K 25 Provinsi DKI Jakarta
3
. (R

3. Fungsi Statistik Produksi Statistik sebagai terbaik ke-2 se BPS

Provinsi DKI Jakarta

Gambar 4 Piagam Penghargaan Fungsi Statistik Produksi dari BPS Provinsi
DKl Jakarta

o v
PIAGAM PENGHARGAAN i
Diberikan Kepada:
BPS KOTA JAKARTA SELATAN
Atas prestasinya sebagai:

JUARA 2

Kategori: PENYELENGGARA KEGIATAN STATISTIK PRODUKSI TERBAIK
TAHUN 2022

Jg}ggrta, 27 Januari 2023
epala BRS Provinsi DKI Jakarta

Inovasi yang Dilakukan Selama Tahun 2022

Dampak pandemi Covid-19 masih terasa di Kota Jakarta
Selatan pada 3 bulan awal tahun 2002, namun beberapa inovasi
yang hadir akibat pandemi masih bisa dilanjutkan hingga kondisi
sudah hampir normal. Semangat untuk memberikan Statistik
berkualitas untuk Indonesia Maju masih terus dilanjutkan dan
semakin membaik. Berbagai inovasi terusdilakukan untuk

memberikan kemudahan bagi konsumen data.
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1. Obrolan Singkat Pagi “Browsing”

. Sarana koordinasi, monitoring, evaluasi dan mentoring dalam rangka
meningkatkan kompetensi tiap pegawai dan meningkatkan hubungan
profesional kerja yang lebih baik antar pegawai di BPS Kota Jakarta

Selatan.

2. Sistem Monitoring

a. Monsista (Monitoring Kegiatan Sosial Terintegrasi BPS Jakarta
Selatan)

Monitoring Kegiatan ‘
Sosial Terintegrasi BPS
Jakarta Selatan

SIMOHAK

SISTEM MONTTORING HARGA KONSUMEN

d. Delima (Dompet Peduli Sesama)

Adalah gerakan untuk mengumpulkan dana bulanan
dengan nilai minimal yang telah ditentukan untuk
membantu pegawai ata PPnPn dan keluarga yang
mendapat musibah
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3.5 Kegiatan Prioritas BPS
Kota Jakarta Selatan
Tahun2022

Tahun 2022 merupakan tahun yang cukup padat bagi BPS
Kota Jakarta Selatan, karena pada tahun ini dilaksanakan
Pendataan Awal Regsosek, Sensus Penduduk Tahun 2020
Lanjutan, Pemutakhiran wilkerstat, dan Pendataan e-commerce
yang merupakan Program Prioritas Nasional.

Kegiatan Prioritas Nasional di BPS Kota Jakarta Selatan pada
tahun 2022 mencakup kegiatan:

Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)
1. PENDAHULUAN

Transformasi data menuju Regsosek merupakan upaya
perubahan penyediaan data sosial ekonomi yang bersifat sektoral
menjadi data yang terintegrasi dan akurat. Perubahan penyediaan
data sosial ekonomi yang dimaksud meliputi: a) cakupan seluruh
penduduk Indonesia; b) standar dan metodologi yang sama; c)
pemutakhiran reguler; d) mudah diakses; dan e) dibagipakaikan.

Pendataan Awal Regsosek akan menghasilkan data terpadu
tidak hanya untuk program perlindungan sosial, melainkan
keseluruhan program vyang dibutuhkan masyarakat untuk
kebijakan pemerintah yang lebih terarah. Selain itu, juga
digunakan untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi
pembangunan. Data Regsosek akan menjembatani koordinasi dan
berbagi pakai data lintas lembaga dan lintas daerah untuk

memastikan pemakaian data yang konsisten.

1.1 Tujuan

Tujuan dari Pendataan Awal Regsosek adalah untuk
menyediakan sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri
atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan
yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis

data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan

1.2 Cakupan Wilayah

Pendataan @ Awal Regsosek dilaksanakan di 514

kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kota Jakarta Selatan terdiri

dari 10 kecamatan, 65 kelurahan dan 6.233 SLS dan subSLS.
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1.3

Jadwal Kegiatan

Kegiatan Pendataan Awal Regsosek dilaksanakan dengan

jadwal sebagai berikut:

Tabel 16 Jadwal Kegiatan Pen

dataan Awal Regsosek

No Kegiatan Jadwal
Pelatihan Pendataan
Pelatihan Innas Pendataan 12 — 16 September 2022
Pelatihan Inda Pendataan 18 — 24 September 2022
Pelatihan Petugas Pendataan | 22 September —13 Oktober
2022
4, Pelatihan Petugas 9 — 12 Oktober 2022
Monitoring Kualitas
Pelatihan Innas Pengolahan 14 — 18 November 2022
Pelatihan Inda Pengolahan 28 November — 2 Desember
2022
Pelaksanaan Lapangan
7. Pendataan Lapangan 15 Oktober — 14 November
2022
8. Malam Regsosek 29 Oktober 2022
9. Monitoring Kualitas 19 — 25 Oktober 2022

2. PELAKSANAAN KEGIATAN LAPANGAN

2.1

Pendataan Lapangan

2.1.1 Persiapan Lapangan

Pada tahap ini dilakukan persia

pan petugas lapangan sebelum

melakukan kegiatan lapangan. Kegiatan persiapan ini umumnya

adalah tahapan untuk petugas berkoordinasi

dengan pejabat

setempat (camat dan Lurah/Kepala Desa dan Ketua/Pengurus SLS)
sembari meminta izin untuk pelaksanaan kegiatan dan koordinasi
antara Koseka, PML, dan PPL dalam rangka persiapan pendataan

lapangan.

229°SW.

33 %
tan, Daerah Khususibukota Jakarta 12320, Indonesia
Jumat, 14 Oktober 2022 07.55:0 1:WIB
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2.1.2 Verifikasi Keluarga

Verifikasi Keluarga dan Pendataan lapangan dilaksanakan
pada 15 Oktober - 14 November 2022. Pada tahap ini dilakukan
pengenalan wilayah dan konfirmasi perubahan SLS. Kemudian
dilanjutkan dengan verifikasi keberadaan keluarga dengan pengurus
SLS yang menjadi tugas masing-masing petugas lapangan sebelum
melakukan kegiatan lapangan.

2.1.3 Pendataan Keluarga

Setelah melakukan verifikasi keberadaan keluarga kepada
ketua SLS/pengurus SLS, tahapan selanjutnya adalah PPL melakukan
pendataan lapangan. PPL mendatangi seluruh keluarga yang
terdapat di daftar verifikasi keluarga dan melakukan wawancara
tatap muka dengan responden menggunakan kuesioner
REGSOSEK22-K, serta melakukan geotagging pada seluruh lokasi
bangunan tempat tinggal keluarga responden. PPL memeriksa
kelengkapan, kewajaran, dan konsistensi isian kuesioner
REGSOSEK22-K, kemudian menyerahkan kuesioner REGSOSEK22-K
hasil pendataan secara berkala kepada PML (tidak harus selesai satu
SLS dulu)

Kota Jakarta Selatan memiliki 6.233 SLS dan Sub SLS dengan

target jumlah keluarga prelist sejumlah 697.747 keluarga.
Berdasarkan hasil sementara monitoring bpsdki.my.id/regsosek
terdapat 527.378 keluarga sudah terverifikasi, 523.354 keluarga
sudah didata, dan 568.042 keluarga sudang ditagging.

Dokumentasi Pendataan Keluarga

2.1.4 Pendataan di Wilayah Khusus

Secara umum, alur pendataan keluarga/penduduk di wilayah
khusus digambarkan dalam bagan berikut:
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Identifikasi Koordinasi

keberadaan dengan Pendataan

keluarga/ ketua/

penduduk di pengurus

wilayah sLS/pengelola

khusus wilayah
khusus

penduduk

M
keluarga/ has

p
khusus K

Berdasarkan hasil pendataan lokasi khusus, Kota Jakarta
Selatan memiliki 15 titik rawan tunawisma, 146 apartemen, dan 30
panti asuhan. Provinsi DKI Jakarta melakukan pembagian tugas
untuk pendataan wilayah khusus tersebut. Lokasi yang dikerjakan
oleh BPS Kota Jakarta Selatan hanya Pesantren, Panti Asuhan, dan
Tunawisma.

Malam Regsosek

Cakupan pendataan awal Regsosek adalah seluruh Indonesia,
termasuk penduduk pada wilayah khusus seperti tunawisma.
Tunawisma adalah penduduk yang tidak mempunyai tempat tinggal
(rumah). Tunawisma didata oleh PPL berpengalaman menggunakan
kuesioner REGSOSEK22-XK pada tanggal 29 Oktober pukul 24.00
WIB. Petugas Pendataan malam regsosek terdiri dari organic BPS
Kota Jakarta Selatan, BPS Provinsi DKI Jakarta, BPS Rl, Sudin Sosial,
Satpol PP, Polres, dan mitra BPS.

Berdasarkan hasil penelusuran Koordinator Kecamatan dan
juga informasi petugas lapangan regsosek, Kota Jakarta Selatan
memiliki 12 titik rawan tunawisma. Berdasarkan jumlah lokasi tuna
wisma dibentuk tim sebanyak 4 tim, mencakup tim dari BPS
(pegawai dan mitra), perwakilan Suku Dinas Sosial, Satuan Polisi
Pamong Praja, dan POLRES Jakarta Selatan. Jumlah jiwa hasil
verifikasi malam regsosek adalah 118 jiwa. Pada saat pendataan
lapangan, ditemulan 3 titik tunawisma tambahan di Kecamatan
Cilandak dan Setiabudi.

Dokumentasi Malam Regsosek
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Pesantren dan Panti Asuhan

Keluarga di wilayah khusus yang didata dalam Pendataan Awal
Regsosek oleh BPS Kota Jakarta Selatan adalah Murid yang
bersekolah di Pesantren non formal/sekolah berasrama non
formal/sejenis dan Penghuni Panti Jiwa, Panti Asuhan, Panti Jompo
atau sejenisnya. Jumlah jiwa hasil verifikasi pesantren dan panti di
Kota Jakarta Selatan adalah 994 jiwa. Pendataan dilaksanakan pada
30 pesantren dan panti yang ada di Kota Jakarta Selatan.

2.2 Monitoring dan Evaluasi

Pengawasan dan pemeriksaan lapangan dilakukan untuk
memastikan setiap tahapan pada Pendataan Awal Regsosek telah
dilaksanakan sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP)
yang ditentukan. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat bagaimana
proses pelaksanaan Pendataan Awal Regsosek di lapangan,
mengatasi berbagai masalah dan kendala yang ditemui di
lapangan agar segera dicarikan solusi yang tepat untuk
mengatasinya. Selain itu, pengawasan bertujuan untuk menjaga
kualitas data hasil Pendataan. Pengawasan pada tingkat lapangan
akan dikoordinasikan antara BPS Pusat, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota.

Untuk melihat perkembangan pendataan lapangan,
penanggung jawab kegiatan di setiap level dapat melihat
perkembangan jumlah keluarga yang sudah didata. oleh PPL.
Monitoring pendataan tersebut dapat diakses melalui

http://dashboard.bps.go.id/regsosek2022. Selain  monitoring
pusat, BPS Kota Jakarta Selatan juga memiliki monitoring petugas
yang dibuat oleh BPS Provinsi yaitu https://bpsdki.my.id/regsosek.

2.2.1 Pertemuan Petugas

Dalam rangka memastikan dan menjaga agar pendataan
lapangan berjalan dengan baik, serta permasalahan yang terjadi baik
teknis maupun non teknis segera diperoleh solusinya maka
dilakukan pertemuan petugas secara berkala di sepanjang periode
pelaksanan lapangan. Pertemuan dipimpin oleh Korcam masing-
masing tim. Pertemuan petugas secara umum membahas mengenai
monitoring progress lapangan, pengecekan kuesioner secara silang
antar tim, dan penyelesain permasalahan lapangan bersama
korcam.
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Monitoring Kualitas

Kegiatan Monitoring Kualitas Pendataan Awal Regsosek 2022
(MK Regsosek 2022) adalah bentuk sistem peringatan dini (early
warning system) dalam pelaksanaan kegiatan Pendataan Awal
Regsosek 2022 untuk menemukan indikasi kesalahan sehingga tidak
menyebar secara luas dan berkelanjutan. Semua itu dilakukan agar
kesalahan-kesalahan tesebut dapat lebih cepat diketahui dan
ditindaklanjuti. Sehingga, data yang dihasilkan dari Pendataan Awal
Regsosek 2022 diharapkan memiliki kualitas yang lebih baik. MK juga
bertujuan untuk mengawal pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
(FKP) di tahun 2023.
Pada saat pelaksanaan, BPS Kota Jakarta Selatan menjadi salah
satu sampel utama MK yang telah ditentukan. MK Regsosek 2022
dilaksanakan pada minggu kedua pelaksanaan lapangan Regsosek
2022. Objek yang dimonitor dalam kegiatan MK Regsosek 2022
adalah: hasil pendataan PPL serta pelaksanaan SOP PPL dan PML.
Hasil Temuan dari pelaksanaan MK Pendataan Awal Regsosek 2022
di Kota Jakarta Selatan adalah terdapat 1 temuan MK SOP dan 20
temuan MK Konten dan Lainnya.
Dokumentasi Monitoring Kualitas

2.2.2 Program Satu Pegawai Satu SLS (SPSS)/Alokasi Korcam

Dalam pelaksanaan Regsosek 2022, seluruh pegawai BPS di
seluruh Indonesia terlibat dalam kegiatan Satu Pegawai Satu SLS
(SPSS). Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengawal pelaksanaan
kegiatan Regsosek 2022 di wilayah sekitar tempat tinggal pegawai
dan memastikan bahwa petugas sensus telah turun melakukan
pendataan penduduk di lingkungannya dan sesuai dengan SOP yang
ditetapkan.

2.2.3 Pendampingan Pendataan Tokoh Penting Sosial

Tokoh penting merupakan salah satu kelompok utama yang
perlu didata oleh BPS. Berhasilnya pendataan tokoh penting
diharapkan dapat mendorong jajaran dibawahnya dan juga warga
Kota Jakarta Selatan untuk turut bersedia didata oleh petugas
Regsosek. Tokoh penting di Kota Jakarta Selatan didata oleh PPL dan
juga organik BPS RI. Jumlah tokoh penting atau pejabat yang tinggal
di Kota Jakarta Selatan adalah sebanyak 252 tokoh.
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3. REKOMENDASI

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan dari pelaksanaan

Pendataan Awal Regsosek 2022 BPS Kota Jakarta Selatan adalah
sebagai berikut:

1.

Untuk mendapatkan hasil pendataan yang optimal, maka
diperlukan waktu persiapan yang matang dan waktu yang
banyak.

. Perlu adanya proses rekrutmen yang lebih ketat sehingga bisa

disapatkan petugas yang berkualitas.

. Petugas perlu menandatangani kontrak kerja agar dapat bekerja

maksimal sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam kontrak
kerja. Sehingga kasus petugas yang mundur atau memilih
sendiri wilayah tugasnya dapat diminimalisir.

. Perlu adanya surat dukungan dari kementerian/Lembaga,

pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang disosialisasikan
secara massal agar kegiatan Regsosek dapat berjalan dengan
lancar, khususnya wilayah elit.

. Proses assignment petugas dilakukan oleh BPS Rl atau BPS

Provinsi mengingat kegiatan wilayah yang cukup padat.

. Dari berbagai permasalahan yang terjadi perlu dilakukannya

pertemuan antara BPS Kabupaten/Kota, BPS Provinsi, dan BPS
Rl untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi
sehingga dibuat lembar penegasan. Hal ini juga berguna agar
konsep dan definisi tidak berbeda antar wilayah.

. Petugas kebingungan apabila diberikan instruksi tambahan saat

pendataan sudah berlangsung. Penambahan pertanyaan serta
tagging memberatkan pekerjaan petugas di lapangan.
Seharusnya BPS Rl melakukan perencanaan yang matang
sehingga tidak ada lagi instruksi tambahan Ketika pendataan
sedang berlangsung.

Sensus Penduduk Tahun 2020 Lanjutan
1. PENDAHULUAN

Sensus Penduduk 2020 merupakan upaya Indonesia untuk

menuju satu data kependudukan. Pelaksanaan SP2020 beralih
menggunakan metode kombinasi melalui pemanfaatan data
administrasi kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri
sebagai data dasar dalam pelaksanaan SP2020. Output dari

tahapan di tahun 2020 adalah jumlah penduduk Indonesia yang
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dirinci ke dalam beberapa variabel. Dalam rangka mendapatkan
parameter demografiyang akurat perlu dilakukan kegiatan
sensus penduduk lanjutan dimana pendataan dilaksanakan
untuk mengumpulkan data-data yang lebih lengkap. Oleh
karenanya, dirancang adanya sensus sampel sebagai sensus
penduduk lanjutan di tahun 2021 menggunakan kuesioner yang
memuat pertanyaan yang lebih banyak dan lebih kompleks atau
disebut sebagai pendataan long form SP2020.

Berbagai permasalahan terjadi, mulai dari Pandemi COVID-
19 yang saat ini sangat tinggi dan sulit untuk diperkirakan
kondisinya dalam beberapa bulan kedepan, risiko penularan
COVID-19 klaster baru karena pengumpulan data yang sebagian
besar masih menggunakan moda wawancara tatap muka,
refocusing anggaran untuk penanganan COVID19, dan potensi
penolakan responden menjadi pertimbangan untuk menunda
pelaksanaan pendataan Long Form SP2020 pada tahun 2021
hingga baru dilaksanakan pada tahun 2022.

1.1. Tujuan

Pendataan long form SP2020 bertujuan untuk:

1. Memperkirakan jumlah, distribusi dan komposisi
penduduk.

2. Memperoleh data untuk penghitungan parameter
demografi antara lain kelahiran, kematian, dan
migrasi.

3. Sumber data dari indikator Angka Kematian Ibu.

4. Memperbarui data yang akan digunakan dalam
penghitungan proyeksi penduduk.

5. Menyediakan data karakteristik penduduk dan
perumahan.

6. Sumber data dari indikator kependudukan untuk

SDGs yang tidak dapat diperoleh dari sumber lain.
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1.2. Cakupan Wilayah

Pendataan long form SP2020 di Kota Jakarta Selatan

mencakup seluruh wilayah Jakarta Selatan. Jumlah sampel yang

dicakup sebanyak 2394 rumah tangga pada 1.278 blok sensus

yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan yang terdapat di

Jakarta Selatan.

1.3. Jadwal Kegiatan

Kegiatan pendataan long form SP2020 dilaksanakan dengan

jadwal sebagai berikut:

Tabel 17. Jadwal Pelaksanaan Pendataan Long Form SP2020

Kegiatan

(2)

Persiapan dan Pelatihan
1. Penerimaan daftar sampel April — Mei 2021
2. Seleksi dan rekrutmen Inda 21 Juni— 6 Juli 2021
3. Pelatihan Inda 7 —18 Juli 2021
4. Rekrutmen petugas (Koseka, Kortim, dan 17 Mei— 10 Juli 2021
PPL)
5. Rapid Test (swab antigen) petugas 11 Juli— 1 Agustus 2021
(Koseka, Kortim, dan PPL)
6. Pembelajaran pra pelatihan bagi Koseka, 15-24 Juli 2021
Kortim, PPL
7. Pelatihan petugas (Koseka, Kortim, PPL) 25 Juli — 8 Agustus 2021
8. Publisitas di tingkat Provinsi dan 1 Agustus — 30 September 2021
kabupaten/kota
9. Pelaksanaan Lapangan
10. Koordinasi dengan pengurus SLS 9 — 20 Agustus 2021
11. Pemutakhiran daftar penduduk 16 — 28 Agustus 2021
Pemeriksaan peta dan daftar penduduk 16 — 29 Agustus 2021
hasil
pemutakhiran
12. Entri pemutakhiran dan penarikan sampel 16 — 30 Agustus 2021
ruta
13. Pendataan ruta sampel 26 Agustus — 30 September
2021
14. Pertemuan rutin Koseka, Kortim, PPL Minggu | & Ill September 2021
15. Pengawasan dan Supervisi pendataan 16 Agustus — 30 September
2021
16. Penjaminan kualitas Minggu Terakhir Agustus —
Minggu Il September 2021
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2. PELAKSANAAN KEGIATAN LAPANGAN

Pendataan atau pelaksanaan lapangan SP2020 Lanjutan,
dilakukan secara dua tahap yakni tahap pemutakhiran dan tahap
pencacahan. Pemutakhiran dilaksanakan diperiode 15-30 Mei
2022, untuk memutakhirkan data penduduk hasil SP2020 yang
ada pada prelist secara door to door untuk mendapatkan output
angka penimbang estimasi. Berikutnya dari hasil pemutakhiran
dilakukan penarikan sampel 16 rumah tangga secara acak
melalui sistem aplikasi. Tahap berikutnya, yakni pencacahan
sampel 16 rumah tangga terpilih dilakukan di bulan Juni 2022.

Pada tahap pemutakhiran petugas bekerja bertugas secara
manual menggunakan kertas atau disebut juga dengan PAPI
(Pencil and Paper Interviewing) sedangkan pada tahap
pencacahan sampel dilakukan dengan mekanisme Computer
Assisted Personal Interviewing (CAPl) menggunakan aplikasi
FASIH (Flexible Authentic Survey Instrument Harmony) yang
diinstall di gadget petugas, baik Koseka, Kortim, maupun PPL.
Pada situasi tertentu dimana CAPI tidak dapat dijalankan dengan
baik, maka petugas melalui Koseka dapat melaporkan kepada
BPS untuk ditindaklanjuti dengan mekanisme pencacahan
lainnya yakni CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)
dan CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) melalui
pengajuan alih moda di forum grup Kaizala Monev LFSP.

Hasil pendataan LFSP menunjukkan bahwa dari 20.394
rumah tangga yang menjadi target sampel pendataan terdapat
20.262 rumah tangga (99.35%) berhasil dicacah, 9 rumah tangga
(0.00%) menolak didata, 123 rumah tangga (0,01%) tidak dapat
ditemui hingga akhir masa pendataan, dan 37 rumah tangga

(0.00%) didata dengan mekanisme CATI.
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Dokumentasi Progress Pendataan Sensus Penduduk 2020 (SP2020)
Lanjutan

Pemutakhiran

5 31.DKIJAKARTA 6.427 6.427 100,00% 6.031
01. KEPULAUAN SERIBU 65 65 100,00% 55
71 JAKARTA SELATAN 1.278 1278 100,00% 1151
72. JAKARTA TIMUR 1.615 1.615 100,00% 1.492
73. JAKARTA PUSAT 883 883 100,00% 876
74. JAKARTA BARAT 1378 1378 100,00% 1311
75. JAKARTA UTARA 1.208 1.208 100,00% 1.146
Total 6.427 6.427 100,00% 6031
Pendataan C2 o B

Tabel 1. Rekap dari Fasih

Wilayah ‘Tmas|assaﬁcm‘asmnm‘asmm Persen BS Selesai Cacah Persen BS On

] 31. DKIJAKARTA ‘ 6.427 1.746 4.681 o 27,17%
[ 01. KEPULAUAN SERIBU ‘ 65 28 37 o 43,08%
[ 71.JAKARTA SELATAN 1278 231 1.047 o] 18,08%
[ 72.JAKARTA TIMUR 1615 334 1281 (o] 20,68%
] 73.JAKARTA PUSAT 883 135 748 (o] 15,29%
; 74. JAKARTA BARAT ‘ 1378 259 1119 o 18,80%
; 75. JAKARTA UTARA 1.208 759 449 0 6283%
" Total ‘ 6.427 1746 4681 0 27,17%

2.1. Rekonsiliasi Data Lapangan

Dalam rangka memastikan dan menjaga agar pendataan
lapangan berjalan dengan baik, serta permasalahan yang terjadi
baik teknis maupun non teknis segera diperoleh solusinya maka
dilakukan rekonsiliasi data lapangan secara berkala di sepanjang
periode pelaksanan lapangan. Rekonsiliasi data lapangan
dilakukan berupa rekonsiliasi petugas (dihadiri lengkap seluruh
petugas), pertemuan khusus KOSEKA.

Evaluasi Koseka merupakan salah satu cara untuk menjaga
kualitas data yang dihasilkan oleh petugas dengan cara
mendiskusikan bersama bagaimana solusi terbaik untuk
mengatasi masalah yang dihadapi oleh petugas. BPS Kota
Jakarta melaksanakan evaluasi koseka setiap kali rekonsiliasi
wajib petugas selesai dilaksanakan. Evaluasi koseka dilaksanakan
sebanyak dua kali pada 17 dan 23 Juni 2022 di ruang rapat BPS
Kota Jakarta Selatan. Pada saat evaluasi dipaparkan
permasalahan dan solusi hasil rekonsiliasi petugas, progres dan
target realisasi pendataan, serta saran dan kiat yang perlu

dilaksanakan agar pendataan bisa menjadi lebih baik.

82



Dokumentasi Rekonsiliasi Petugas dan Evaluasi Koseka SP2020
Lanjutan Tahun 2022

2.2. Penjaminan Kualitas dan Manajemen Risiko

Kegiatan Penjaminan Kualitas (PK) SP2020 Lanjutan
merupakan bagian dari rangkaian kegiatan SP2020 Lanjutan.
Kegiatan ini berfungsi sebagai sistem peringatan dini (early
warning system) pada pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran dan
Pendataan Rumah Tangga Sampel SP2020 Lanjutan. BPS Kota
Jakarta Selatan melaksanakan PK pada kegiatan SP2020 Lanjutan
dalam dua tahapan utamanya, Pemutakhiran dan Pendataan
Rumah Tangga Sampel.

Pada saat Pemutakhiran, BPS Kota Jakarta Selatan menjadi
salah satu sampel utama PK dari BPS RI. PK Pemuktahiran
dilaksanakan dua kali, untuk PK SOP-Konten dan PK Tindak
Lanjut. Sementara pada saat PK Pendataan Rumah Tangga
Sampel, BPS Kota Jakarta Selatan menjadi sampel PK BPS
Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan PK Pendataan Rumah Tangga
Sampel hanya dilaksanakan sampai PK SOP-Konten. Hasil PK
pada tahap pemuktahiran hanya terdapat temuan pada PK
Konten sebanyak 5 temuan. Sementara pada tahap pendataan
lapangan terdapat 2 temuan PK SOP dan 5 temuan PK Konten.

BPS Kota Jakarta Selatan melakukan manajemen risiko LF
SP2020, dengan melakukan analisis manajemen dengan
pengisian formulir penetapan konteks, penilaian risiko,

penangan risiko serta pemantauan.
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2.3. Evaluasi dan Koordinasi Long Form SP2020 (Hasil
Sementara)

Kegiatan pendataan Longform Sensus Penduduk 2020 (LF
SP2020) berlangsung pada 15 Mei — 30 Juni 2020. Mengingat
urgensi kegiatan SP2020 Lanjutan, vyakni menyediakan
parameter demografi untuk penyusunan proyeksi penduduk
serta Indikator SDGs dan RPJMN, maka perlu dilakukan kembali
evaluasi hasil sementara SP2020 Lanjutan BPS Kota Jakarta
Selatan untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan.
Evaluasi dan Koordinasi Long Form SP2020 dilaksanakan pada 5
Juli 2022 di hotel Bidakara, Jakarta Selatan yang dihadiri oleh
seluruh pegawai BPS Kota Jakarta Selatan, Koseka, Walikota,

OPD Terkait, serta camat dan lurah.

2.4. Evaluasi Data Pasca Lapangan

Tahap selanjutnya setelah pendataan Long Form SP2020
yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah evaluasi data. BPS R
melakukan evaluasi data berdasarkan data yang sudah dientry
oleh petugas melalui aplikasi FASIH. Record data rumahtangga
yang mengandung unsur ketidakwajaran, tidak konsisten,
maupun belum lengkap diserahkan BPS Provinsi DKI ke BPS
Kabupaten/Kota.

Menindaklanjuti record data yang mengandung unsur
ketidakwajaran, tidak konsisten, maupun belum lengkap
tersebut Bidang Manajemen Data BPS Kota Jakarta melakukan
konfirmasi dan perbaikan data. Diawali dengan konfirmasi data
yang ‘bermasalah’ melalui Koseka (untuk dikonfirmasi ke tim
dibawahnya), jika ternyata ada data yang memang perlu

diperbaiki maka diinput perbaikannya melalui aplikasi FASIH-sm.
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Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat
ST2023
1. PENDAHULUAN
Sensus Pertanian 2023 (ST2023) akan dilaksanakan kembali
oleh BPS pada tahun 2023. Salah satu upaya dalam mencapai
data berkualitas adalah tersedianya kerangka induk wilayah
kerja statistik (wilkerstat) yang mutakhir. Sejak SP2020, BPS
telah memelihara dua jenis kerangka induk yaitu Blok Sensus
(BS) dan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) dimana wilayah BS
dibentuk berdasarkan homogenitas muatan dari SLS. Mengingat
dinamisnya perubahan SLS dari tahun ke tahun, maka kegiatan
pemutakhiran diperlukan untuk memperoleh wilkerstat yang
berkualitas.
1.1. Tujuan
Tujuan kegiatan Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan
Muatan
Wilkerstat ST2023 sebagai berikut:
1. Mendapatkan kerangka geospasial yang mutakhir untuk
ST2023.
2. Mendapatkan muatan wilkerstat yang mutakhir.
3. Mendapatkan muatan wilkerstat pertanian ST2023 yang
mutakhir.

4. Mendapatkan data dasar penghitungan volume ST2023.

1.2. Cakupan Kegiatan
Kegiatan Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan
Wilkerstat ST2023 pada tahun 2022 mencakup seluruh wilayah
administrasi Kota Admisnistrasi Jakarta Selatan, di mana dari
hasil pemutakhiran Master File Desa (MFD) Tahun 2021
Semester |l terdiri dari 10 Kecamatan, 65 Kelurahan, 5.396 Blok

Sensus (BS)/Sub Blok Sensus (SBS).
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1.3. Jadwal Kegiatan
Kegiatan pendataan Kegiatan Pemutakhiran Kerangka
Geospasial dan Muatan Wilkerstat ST2023 dilaksanakan dengan

jadwal sebagai berikut:

Tabel 18. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Kerangka
Geospasial dan Muatan Wilkerstat ST2023

No Kegiatan Tanggal
1 | Penyiapan peta WA, WB, WS (/ayout dan print) 1 Januari — 28 Februari 2022
2 | Rekrutmen petugas 17 Januari — 11 Februari 2022
3 | Workshop Intama (pusat) 24 — 25 Januari 2022
4 | Pelatihan Innas (e-/earning, pusat) 2 — 4 Februari 2022
5 | Pelatihan Inda (e-/earning, provinsi) 7 — 18 Februari 2022

Pelatihan petugas pemeta (tatap muka, di
6 petigas pe (tatap ! 14 — 25 Februari 2022

kabupaten/kata)
7 Kegiatan pemetaan lapangan 1 — 31 Maret 2022
8 | Pelatihan Innas pengolahan (e-fearning, pusat) 4 — 8 April 2022

9 | Pelatihan petugas pengolahan (tatap muka, 11 April - 20 Mei 2022

provinsi)
10 | Pengolahan muatan (kabupaten/kota) 18 April — 30 Juni 2022
11 | Pengolahan peta (kabupaten/kota) 13 Juni — 30 September 2022
12 | Pengolahan machine learning (pusat) 25 Juli — 31 Oktober 2022
13 | Penyiapan /ayout peta (kabupaten/kota) 1 Oktober — 31 Desember 2022

2. PELAKSANAAN KEGIATAN LAPANGAN

Kegiatan lapangan dimulai pada tanggal 1 Maret hingga 31
Maret 2022. Pemeta menjalankan tugas untuk melakukan
penelusuran lapangan dengan membawa peta SP2020WB-
Sementara dan daftar identifikasi wilayah tugas. Setelah
menyelesaikan penelusuran lapangan, kegiatan dilanjutkan
dengan mengalokasikan tiap SLS/Non SLS ke pemeta. Setelah
itu, pemeta menjalankan tugas di wilayah SLS/Non SLS yang

menjadi wilayah tugasnya.

Dokumentasi Kegiatan Lapangan




3. Hasil Kegiatan Lapangan

Hasil dari pelaksanaan kegiatan lapangan adalah sebagai

berikut:

a. Pemeta

1. Project di Aplikasi Wilkerstat.

2. Empat titik geotagging di batas SLS/non SLS hanya untuk
yang batasnya berbeda antara lapangan dengan Peta WB-
2020.

3. Satu titik geotagging di dalam semua wilayah SLS/non SLS.

4. Geotagging infrastruktur pertanian.

5. Geotagging di setiap lokasi sampel tutupan lahan.

6. Dokumen PSLS dan ST2023-LKP yang sudah terisi.

7. Peta WB-2020, baik yang terdapat perubahan batas maupun

tidak. Jika ada perubahan batas SLS/non SLS, pada peta WB-
2020 harus tergambar perubahan batas dan titik

geotagging-nya.

. Pengawas

. Peta WA-2020 dengan batas SLS hasil perbaikan (jika ada).

. Dokumen PSLS yang sudah diisi hasil rekonsiliasi dengan

pemeta.

. Dokumen ST2023-IDSLS yang sudah diisi hasil rekonsiliasi

dengan pemeta.

. Kartu kendali rekonsiliasi.

Permasalahan Kegiatan

1.

Proses upload pemeta banyak yang gagal

2. Aplikasi masih sering down (tidak terhubung ke server)

3. Akibat dari ketidakstabilan aplikasi Wilkerstat, maka harus

dilakukan backup data dari tiap hp pemeta dengan cara
meng-copy folder wilkerstat dari hp pemeta
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4. Perlu dilakukan perbaikan project tidak valid karena
beberapa project tidak di rename sesuai dengan ketentuan.
Penyebab : ada spasi, menggunakan nama BS.

5. Sulitnya mendapatkan akses ke titik tutupan lahan yang
ditentukan.

Survei E-Commerce

1. PENDAHULUAN

1.1. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan Survei E-Commerce 2022 adalah

sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

b. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Statistik.

c. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan
Pusat Statistik.

d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

e. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2022.

1.2. Tujuan
Tujuan dari kegiatan pengumpulan data E-Commerce ini adalah:

a. Melakukan pemutakhiran kerangka sampel
usaha/perusahaan E-Commerce di wilayah yang terpilih
sampel.

b. Menyediakan indikator pokok yang terkait dengan E-
Commerce (jumlah usaha, jenis barang dan jasa yang dijual,
nilai transaksi, metoda pembayaran, serta cara pengiriman)
yang merujuk pada konsep standar internasional.

c. Mendukung penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB),
dengan menyajikan nilai transaksi E-Commerce di Era
Digital.

1.3. Jadwal Kegiatan
Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Survei E-Commerce 2022,

maka disusun jadwal kegiatan sebagai berikut:
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Tabel 19. Jadwal Kegiatan Survei E-Commerce 2022

KEGIATAN PELAKSANA JADWAL
() (2) (3)
A. |Tahap Persiapan
1. |Penyiapan Materi (Penyusunan Kuesioner dan Buku Pedoman) BPSRI 2-10 Juni
2. |Pengiriman Daftar Sampel BPSRI 13-17 Juni
3. |Pengecekan Daftar Sampel dan Persetujuan Sampel Pengganti BPS RI/Prov/Kab/Kota 20-30Juni
4. |Pembangunan Aplikasi CAPI dan Dashboard Monitoring BPSRI 2-30 Juni
. \P:ztrsr:]:np Instruktur Utama (Intama)/Finalisasi Kuesioner dan Buku 8PS RI 2730 uni
6.  |Pelatihan Instruktur Nasional (Innas) BPSRI 5-6 Juli
Pelatihan Petugas Pencacah dan Pengawas/Pemeriksa BPS Prov 11-20 Juli
B. |Tahap Pelaksanaan
8. |Pelaksanaan Pengumpulan Data
a. Listing BPS Prov/Kab/Kota 13-29 Juli
b. Pemeriksaan Listing BPS Prov/Kab/Kota 18-29 Juli
¢. Pengambilan Sampel Usaha BPSRI 25 Juli- 5 Agustus
d. Pencacahan Usaha BPS Prov/Kab/Kota 1-31 Agustus
e. Pemeriksaan Pencacahan Usaha BPS Prov/Kab/Kota 8-31 Agustus
9. |Pengawasan Lapangan/Supervisi BPS RI/Prov/Kab/Kota 18-31 Agustus
C. |Tahap Penyelesaian
10. [Pengolahan BPSRI[Prov/Kablkota | 1September-31Oktober
11, |Tabulasi dan Analisis BPSRI 1-30 November
12. |Publikasi BPSRI 1-16 Desember

2. PELAKSANAAN KEGIATAN LAPANGAN

Kegiatan lapangan dimulai pada tanggal 13 Juli s.d 31
Agustus Pengumpulan data dari usaha/perusahaan/pengusaha
terpilih dilakukanmelalui wawancara tatap muka antara
pencacah dengan responden dengan menggunakan moda CAPI
(computer assisted personal interviewing). Untuk perusahaan-
perusahaan yang relatif besar, pengumpulan data bisa dilakukan
lebih dari satu kali kunjungan.

Untuk mencacah usaha/perusahaan E-Commerce, sesuai
dengan desainnya maka terlebih dahulu dilakukan pemutakhiran
pada blok sensus terpilih. Pemutakhiran dilakukan pada
usaha/perusahaan atau rumah tangga sebagai pendekatan

E-Commerce.

untuk mendapatkan usaha/perusahaan
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Dokumentasi Kegiatan Lapangan

3. HASIL KEGIATAN LAPANGAN

Hasil dari pelaksanaan kegiatan lapangan adalah sebagai

berikut:
&
KECAMATAN Desa Nama Petugas BS Target dicacah
010-JAGAKARSA 001-CIPEDAK ATIEN SUPRIATY 007B 20 100%
BERLIANA SIRINGO-
010-JAGAKARSA 004-JAGAKARSA RINGO 1268 18 100%
005-LENTENG
010-JAGAKARSA AGUNG ATIEN SUPRIATY 007B 20 100%
040-
PESANGGRAHAN  001-BINTARO VIRDA SAFIRA 006B 4 100%
040-
PESANGGRAHAN  001-BINTARO VIRDA SAFIRA 1208 4 100%
040- 005-PETUKANGAN
PESANGGRAHAN  UTARA TESSA YURHINDA 001B 17 100%
040- 005-PETUKANGAN
PESANGGRAHAN  UTARA TESSA YURHINDA 050B 11 100%
050-KEBAYORAN  005-GROGOL
LAMA SELATAN FITRIATI 105B 7 100%
050-KEBAYORAN
LAMA 006-GROGOL UTARA WENY WAHYUNI 049B 10 100%
050-KEBAYORAN
LAMA 006-GROGOL UTARA WENY WAHYUNI 1408 14 100%
BERLIANA SIRINGO-
080-PANCORAN 005-PENGADEGAN RINGO 030B 1 100%
001-MENTENG
090-TEBET DALAM VIKA SIMARMATA 1478 24 100%
090-TEBET 003-TEBET TIMUR SUHERTI 005B 21 100%
090-TEBET 003-TEBET TIMUR SUHERTI 035B 3 100%
090-TEBET 005-BUKIT DURI VIKA SIMARMATA 058B 12 100%
100-SETIABUDI 005-MENTENG ATAS FITRIATI 1148 10 100%
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3.6 Upaya Efisiensi di BPS
Kota Jakarta Selatan
Tahun 2022

Permasalahan Kegiatan

1. Adanya responden yang harus dilakukan kunjungan ulang

2. Adanya responden yang tutup

3. Sampel pengganti yang tersedia berada di luar Blok Sensus
yang digantikan

4. Responden yang menolak untuk didata

5. Aplikasi Fasih SM vyang sering mengalami kendala.

Dalam pelaksanaan anggaran yang dilakukan BPS Kota
Jakarta Selatan, tetap mengacu kepada prinsip efektif, efisien
dan ekonomis. Penggunaan anggaran yang efektif, efisien dan
ekonomis diharapkan dapat menghasilkan output yang maksimal
dengan penggunaan anggaran yang tersedia. Berdasarkan DIPA
awal 2022 anggaran yang tersedia sebesar Rp 13.981.785.000,-
dan sampai dengan akhir tahun 2022 anggaran menjadi Rp
35.915.452.000,-.

Upaya untuk melakukan efisiensi dalam bekerja perlu terus
dikedepankan. Salah satu upaya peningkatan budaya kinerja
yang telah dilakukan BPS Kota Jakarta Selatan saat ini adalah
melalui penyempurnaan sistem yang mampu mengedepankan
penilaian kinerja individu yang lebih baik dan fair, serta
mendorong peningkatan kualitas kinerja. Pelaksanaan anggaran
yang dilakukan BPS Kota JakartaSelatan mengacu kepada prinsip
efektif, efisien dan ekonomis.

Penggunaan anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis
diharapkan dapat menghasilkan output yang maksimal dengan
penggunaan anggaran yang tersedia.

Bentuk efisien dan penghematan yang dilakukan di BPS Kota
Jakarta Selatan mencakup efisiensi pelaksanaan tugas dan
anggaran birokrasi, yang dirinci sebagai berikut:

1. Upaya-upaya efisiensi dalam pelaksanaan tugas.
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a.

Pemanfaatan jam kerja secara efektif dan efisien

Pemanfaatan jam kerja secara efektif dan meminimalisir jam

lembur dengan memperhatikan penyelesaian pelaksanaan tugas.

Dari pagu awal lembur sebesar Rp69.338.000,- menjadi

Rp129.338.000,- dengan realisasi sebesar Rp 43,368,000,-. Atau

sebesar 33,53% dari total aggaran Tahun Anggaran 2022

1. Upaya-upaya efisiensi Anggaran Birokrasi

a.
1)
2)

1)

2)

Pembatasan pelaksanaan perjalanan dinas pegawai
Perjalanan dinas dilakukan untuk kegiatan yg prioritas
Perjalanan Dinas hanya dilakukan untuk kegiatan yang
tidakterhindarkan.

Penggunaan Air, Listrik, Telepon/Internet dan Alat Tulis

Kantor(ATK) yang efisien.

Dari segi penggunaan sumber daya lainnya, BPS Kota
Jakarta  Selatan juga  melakukan  penghematan
penggunaan energi berupa penghematan penggunaan
energi listrik, telepon dan air. Tahun 2022, pagu awal yang
tersedia untuk belanja listrik adalah sebesar Rp63.234.000
dengan revisi anggaran terakhir Rp72.233.000,- realisasi
anggaran listrik Rp71.300.752- atau sebesar 98,71.
Sedangkan pada tahun 2021, pagu awal yang tersedia
untuk belanja listrik adalah sebesar Rp108.000.000
dengan revisi anggaran terakhir Rp55.920.000,- realisasi
anggaran listrik Rp 55.873.641,- atau sebesar 99,92
persen. BPS Kota Jakarta Selatan terus berkomitmen
untuk melakukan penghematan energi. Aksi yang
dilakukan diantaranya :

Memberi penanda atau stiker yang ditempel di dekat
peralatan yang perlu dihemat energinya;

penggunaan AC seperlunya Disiplin dalam mematikan

listrik setelah menggunakan ruang rapat;
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3) Melakukan perawatan AC secara rutin seperti
pembersihan filter dan menambah freon jika tekanan
freon sudah berkurang sekaligus memperbaiki kebocoran
pipa freon;

4) Memanfaatkan cahaya matahari pada siang hari dengan
membuka tirai jendela secukupnya sehingga tingkat
cahaya memadai untuk melakukan pekerjaan;

5) Mematikan lampu jika sudah selesai jam kantor.

Upaya untuk melaksanakan penghematan dalam

penggunaankertas yaitu:

a. Memanfaatkan kertas bekas untuk cetak dokumen yang
masih berbentuk draft;

b. Menerapkan prinsip paperless office, salah satu caranya
dengan membuat dokumen berformat digital.

Upaya dalam mewujudkan penghematan air antara lain:

a. Menggunakan bak penampungan air (tandon air di posisi
atas) dimana jam operasional pompa air dapat dioptimalkan
hanya pada jam-jam tertentu;

b. Mengajak seluruh pegawai kantor untuk lebih hemat dalam

menggunakan air secukupnya.

Tabel 20. Penggunaan Daya dan Jasa Periode 2020-2023

Iterr1 Realisasi 2021 Realisasi 2022
Operasional
Listrik 55.873.641 71.300.752
Air - -
Telepon 1.771.466 1.718.540

Efisiensi yang dilakukan oleh BPS Kota Jakarta Selatan
diantaranyajuga dengan penyusunan Kesepakatan Bersama
di awal tahun terkait pengaturan anggaran oleh seluruh
Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Bagian/Bidang di

satker BPS se-Provinsi DKI Jakarta. Adapun kesepakatan ini
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bertujuan agar kegiatan di Kota Jakarta Selatan dapat
berjalan efektif, efisien dan akuntabel yang mengacu pada

Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

2. Efisiensi Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Efisiensi juga
dilaksanakan dengan melakukan integrasi kegiatan survei.
Seperti survei pekerja informal diintegrasikan dengan survei
sakernas semesteran. Hal ini bertujuan meminimalisir biaya
pendataan. Selain integrasi kegiatan atau survei, efisiensi juga
berasal dari sisa anggaran perjalanan dinas pegawai dan sisa

belanja paket meeting baik fullboard maupun fullday.

Terkait evaluasi kinerja belanja K/L (yang tercantum
pada dokumen RKAKL), terdapat beberapa sistem dalam
mekanismeMonitoring dan Evaluasi (Monev) belanja K/L, yaitu
Monev Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari
Ditjen Perbendaharaan, Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dari
Ditjen Anggaran, dan eMonev dari Bappenas. Evaluasi Kinerja
dan Laporan Kinerja BPS Kota Jakarta Selatan 2022 Anggaran
merupakan proses untuk melakukan pengukuran, penilaian,
dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan
tahun anggaran sebelumnya guna menyusun rekomendasi
dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Aplikasi eMonev
bertujuan untuk mengumpulkan data realisasi pelaksanaan
(realisasi anggaran dan realisasi output) secara lengkap,
sehingga dapat dijadikan bahan analisis dan menjadi
pertimbangan bagi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi
perlaksanaan rencana pembangunan. Aplikasi eMonev
berfungsi sebagai alat pemantauan berjenjang dengan satker

sebagai ujung tombak penyedia data realisasi.

Nilai SMART 2022 BPS Kota Jakarta Selatan menurut
hasil pengukuran aplikasi SMART sebesar 84,27. Angka ini
lebih rendah dibanding tahun 2021 yang mencapai 86,69.
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Gambar 5. Capaian Kinerja BPS Kota Jakarta Selatan menurutAplikasi
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Gambar 6. Capaian Kinerja BPS Kota Jakarta Selatan menurutAplikasi
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Adapun Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas
kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga
dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan
anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap

regulasi. IKPA menggunakan 13 indikator penilaian yaitu:
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Revisi DIPA, Deviasi halaman Ill DIPA, Pagu minus, data kontrak,
pengelolaan UP TUP, LPJ bendahara, Dispensasi SPM, Penyerapan,
penyelesaian tagihan, Capaian output, Retur SP2D, Kesalahan SPM,
dan perencanaan Kas. Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran
mengacu pada empat aspek pengukuran yaitu Kesesuaian antara
perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian
kesesuaian antara pelaksanaan anggaran denganyang perencanaan
dalam DIPA, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di
bidang pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap
kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang- undangan di
bidang pelaksanaan anggaran, Efektivitas pelaksanaan anggaran,
merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian
pelaksanaan pembayaran serta Efisiensi pelaksanaan anggaran,
merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan
pembayaran atas beban DIPA. Adapun Penilaian IKPA BPS Kota
Jakarta Selatan pada tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPS KotaJakarta
Selatan Tahun 2020-2022

Kesesuaian Kepatuhan Kesesuaian Efisiensi
IEL] Perencanaa Terhadap Perencanaa Pelaksana  Total

ndengan Regulasi ndengan an Kegiatan
Pelaksanaan EELEEEE]
n

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2021 90, 100 96,77 95 96,24
Kualitas Kualitas Kualitas Hasil
Perencanaan Pelaksanaaan| Pelaksanaaan
Anggaran Anggaran Anggaran
2022 86;' 93,95 100 92,29
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3.7. Realisasi Anggaran
Tahun 2022

Pada tahun 2022 pagu awal yang diterima oleh BPS Kota
Jakarta Selatan sebesar Rp13.981.785.000,- yang terbagi ke dalam 2
(dua) program, yaitu: i) Program Dukungan Manajemen (Dukman)
dengan pagu sebesar Rp6.415.457.000,- dan ii) Program Penyediaan
dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dengan pagu sebesar
Rp7.566.328.000,-.

Selama periode berjalan, BPS Kota Jakarta Selatan telah
mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari
DIPAawal.

Selama Tahun 2022, BPS Kota Jakarta Selatan melakukan 18
(delapan belas) kali revisi DIPA. Pagu DIPA awal tahun anggaran 2022
sebesar Rp13.981.785.000 dan pagu DIPA akhir sampai dengan 31
Desember 2022 sebesar Rp35.915.452.000, sehingga terjadi kenaikan
pagu DIPA sebesar Rp21,933,667,000. Secara umum kenaikan pagu
DIPA disebabkan adanya kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial
Ekonomi (Regsosek). Berikut rincian revisi DIPA BPS Kota Jakarta
Selatan sampai 31 Desember 2022;dengan rincian sebagai berikut :

1. DIPA ke 01 merupakan :

Revisi Anggaran kewenangan DJA dalam hal pagu tetap berdasarkan
Surat Sekretaris Utama No.B-760/02000/PR.440/12/2021 perihal
Usulan Revisi Anggaran TA 2022 tanggal 10 Desember 2021.
Pertimbangan revisi:

-Program Dukman berupa pemblokiran Tunjangan Kinerja yang
melekat pada Gaji ke-13 dan THR

Pagu semula :13.981.785.000

Menjadi : 13.981.785.000
2. Revisi DIPA ke 02 merupakan :

Revisi Anggaran kewenangan DJA dalam hal pagu bertambah
berdasarkan Surat Sekretaris Utama No.B-
058/02000/PR.440/01/2022 perihal Usulan Revisi Anggaran TA 2022

tanggal 31 Januari 2022.
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Pertimbangan revisi:
- dalam rangka kelancaran kegiatan yang bersumber APBN TA
2022
- Mempercepat pencapaian kinerja

Pagu semula :13.981.785.000

Menjadi : 15.803.307.000
3. Revisi DIPA ke 03 merupakan :
Revisi Anggaran kewenangan Kanwil dalam hal pagu tetap
berdasarkan Surat Kepala BPS Kota Jakarta Selatan No.B-
029/31710/PR.450/2/2022 perihal Usulan Revisi Anggaran tanggal
15 Februari 2022.
Pertimbangan revisi:
- Peruabahan RPD pada Halaman Il DIPA

Pagu semula :15.803.307.000

Menjadi : 15.803.307.000
4. Revisi DIPA ke 04 merupakan :
Revisi Anggaran kewenangan dalam hal pagu tetap berdasarkan
Surat Kepala BPS Kota Jakarta Selatan No.B-
049/31710/PR.450/4/2022 perihal Usulan Revisi Anggaran tanggal
7 April 2022.
Pertimbangan revisi:
- Peruabahan RPD pada Halaman Il DIPA

Pagu semula :15.803.307.000

Menjadi : 15.803.307.000
5. Revisi DIPA ke 05 merupakan :
Revisi Anggaran kewenangan DJA dalam hal pagu bertambah
berdasarkan Surat Sekretaris Utama No.B-
302/02000/PR.440/05/2022 perihal Usulan Revisi Anggaran
tanggal 10 Mei 2022.
Pertimbangan revisi:

- Revisi antar KRO dan RO
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- Realokasi Belanja Barang Operasional dan Non Operasional
- Dalam rangka kelancaran kegiatan yang bersumber APBN TA
2022
- Mempercepat pencapaian kinerja
Pagu semula :15.803.307.000
Menjadi : 16.078.831.000
6. Revisi DIPA ke 06 merupakan :
Revisi Anggaran kewenangan DJA dalam hal pagu tetap
berdasarkan Surat Sekretaris Utama No.B-
410/02000/PR.440/06/2022 perihal Usulan Revisi Anggaran TA
2022 tanggal 6 Juni 2022.
Pertimbangan revisi:
- Revisi pada Program PPIS berupa penambahan automatic
adjustment pada kegiatan prioritas dan non prioritas Nasional
- Revisi pada Program Dukman berupa penambahan automatic
adjustment
- dalam rangka kelancaran kegiatan yang bersumber APBN TA
2022
- Mempercepat pencapaian kinerja
-Mendukung kebijakan antisipatif APBN untuk menjaga
momentum pertumbuhan ekonomi
Pagu semula :16.078.831.000
Menjadi : 16.078.831.000.-
7. Revisi DIPA ke 07 merupakan :
Revisi Anggaran kewenangan Kanwil dalam hal pagu tetap
berdasarkan Surat Kepala BPS Kota Jakarta Selatan No.B-
089/31710/PR.450/07/2022 perihal Usulan Revisi Anggaran TA
2022 tanggal 8 Juli 2022.
Pertimbangan revisi:
-Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan
Pagu semula :16.078.831.000
Menjadi : 16.078.831.000
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8. Revisi DIPA ke 08 merupakan :
Revisi Anggaran kewenangan DJA dalam hal pagu bertambah
berdasarkan Surat Sekretaris Utama No.B-
526/02000/PR.440/07/2022 perihal Usulan Revisi Anggaran TA
2022 tanggal 29 Juli 2022.
Pertimbangan revisi:
- Dalam rangka kelancaran kegiatan yang bersumber APBN TA 2022
- Mempercepat pencapaian kinerja
- Terdapat volume RO turun dan naik

Pagu semula :16.078.831.000

Menjadi : 16.085.200.000
9. Revisi DIPA ke 09 merupakan :
Revisi Anggaran kewenangan DJA dalam hal pagu tetap berdasarkan
Surat Sekretaris Utama No.B-597/02000/PR.440/08/2022 perihal
Usulan Revisi Anggaran tanggal 24 Agustus 2022.
Pertimbangan revisi:
- Menindaklanjuti SP SABA sesuai Menteri Keuangan No.S-
274/MK.02/2022 tanggal 17 Agustus 2022

Pagu semula :16.085.200.000

Menjadi : 38.666.681.000
10.  Revisi DIPA ke 10 merupakan :
Revisi Anggaran kewenangan Kanwil dalam hal pagu tetap
berdasarkan Surat Sekretaris Utama No.B-
606/02000/PR.440/08/2022 perihal Usulan Revisi Anggaran tanggal
26 Agustus 2022.
Pertimbangan revisi:
- Menindaklanjuti SP SABA sesuai Menteri Keuangan No.S-
274/MK.02/2022 tanggal 17 Agustus 2022

Pagu semula :38.666.681.000

Menjadi : 38.666.681.000

11. Revisi DIPA ke 11 merupakan :
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Revisi Anggaran kewenangan Kanwil dalam hal pagu bertambah
berdasarkan Surat Kepala BPS Kota Jakarta Selatan No.B-
141/31710/PR.450/09/2022 perihal Usulan Revisi Anggaran
tanggal 19 September 2022.
Pertimbangan revisi:
- Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan
Pagu semula :38.666.681.000
Menjadi : 38.666.681.000

12. Revisi DIPA ke 12 merupakan :
Revisi Anggaran kewenangan DJA dalam hal pagu bertambah
berdasarkan Surat Sekretaris Utama No. B-
756/02000/PR.440/10/2022 perihal Usulan Revisi Anggaran
tanggal 7 Oktober 2022.
Pertimbangan revisi:
- Dalam rangka kelancaran kegiatan yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran
2022;
- Dalam rangka mempercepat pencapaian kinerja tahun 2022
- Terdapat volume RO turun dan naik.

Pagu semula :38.666.681.000

Menjadi : 36.842.044.000

13. Revisi DIPA ke 13 merupakan :

Revisi Anggaran kewenangan Kanwil dalam hal pagu bertambah
berdasarkan Surat Kepala BPS Kota Jakarta Selatan No. B-
269/31710/PR.450/11/2022 perihal Usulan Revisi Anggaran
tanggal 3 November 2022.

Pertimbangan revisi:

- Perubahan Kebijakan

- Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan

Pagu semula :36.842.044.000
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Menjadi : 36.842.044.000
14. Revisi DIPA ke 14 merupakan :
Revisi Anggaran kewenangan Kanwil dalam hal pagu bertambah
berdasarkan Surat Kepala BPS Kota Jakarta Selatan No. B-
279/31710/PR.450/11/2022 perihal Usulan Revisi Anggaran
tanggal 25 November 2022.
Pertimbangan revisi:
- Perubahan Kebijakan
- Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan
Pagu semula :36.842.044.000
Menjadi :36.842.044.000

15. Revisi DIPA ke 15 merupakan :
Revisi Anggaran kewenangan DJA dalam hal pagu bertambah
berdasarkan Surat Sekretaris Utama No.B-
1012/02000/PR.440/11/2022 perihal Usulan Revisi Anggaran
tanggal 30 November 2022.
Pertimbangan revisi:
- Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan No. S-958/MK.02/2022
tanggal 21 November 2022
- Dalam rangka kelancaran kegiatan yang bersumber dari APBN TA
2022
- Mempercepat pencapaian kinerja
- Terdapat volume RO turun

Pagu semula :36.842.044.000

Menjadi :35.915.452.000

16. Revisi DIPA ke 16 merupakan :

Revisi Anggaran kewenangan Kanwil dalam hal pagu bertambah
berdasarkan Surat Kepala BPS Kota Jakarta Selatan No. B-
315/31710/PR.450/12/2022 perihal Usulan Revisi Anggaran
tanggal 22 Desember 2022.
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Pertimbangan revisi:

- Perubahan Kebijakan

- Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan
Pagu semula :35.915.452.000
Menjadi :35.915.452.000

17. Revisi DIPA ke 17 merupakan :
Revisi Anggaran kewenangan Kanwil dalam hal pagu bertambah
berdasarkan Surat Kepala BPS Kota Jakarta Selatan No. B-
325/31710/PR.450/12/2022 perihal Usulan Revisi Anggaran
tanggal 27 Desember 2022.
- Perubahan Kebijakan
- Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan
Pagu semula :35.915.452.000
Menjadi :35.915.452.000

Selama Tahun 2022, BPS Kota Jakarta Selatan melakukan 18
(sebelas) kali revisi DIPA. Pagu DIPA awal tahun anggaran 2022
sebesar Rp13.981.785.000 dan pagu DIPA akhir sampai dengan 31
Desember 2022 sebesar Rp35.915.452.000, sehingga terjadi
kenaikan pagu DIPA sebesar Rp21,933,667,000. Secara umum
kenaikan pagu DIPA disebabkan adanya kegiatan Pendataan Awal
Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Berikut rincian revisi DIPA
BPS Kota Jakarta Selatan sampai 31 Desember 2022; dengan
rincian sebagai berikut

Pagu awal sebesar Rp13.981.785.000,- dan pagu akhir sebesar
Rp35.915.452.000,- secara total sejak DIPA Awal sampai DIPA
Revisi terakhir dilakukan terjadi penambahan anggaran sebesar
Rp21,933,667,000,- . Dari pagu tersebut, realisasinya pada tahun
2022 mencapai 98,88 persen. Realisasi ini lebih tinggi jika
dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang hanya mencapai

98,26 persen dari total anggaran.
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Tabel 22. History Revisi DIPA tahun 2022

No | Revisi Semula Menjadi Tanggal Keterangan
DIPA/Revisi

1 | DIPA 13.981.785.000 17-11-2021 DIPA Awal
0

2 Revisi 13.981.785.000 13.981.785.000 16-12-2021 Revisi DJA
ke-1

3 Revisi | 13.981.785.000 15.803.307.000 10-02-2022 | Revisi DJA
ke-2

4 Revisi 15.803.307.000 15.803.307.000 16-02-2022 Revisi Kanwil Hal 11l DIPA
ke-3

5 Revisi 15.803.307.000 15.803.307.000 08-04-2022 Revisi Kanwil Hal 1l DIPA
ke-4

6 Revisi | 15.803.307.000 16.078.831.000 27-05-2022 | Revisi DJA
ke-5

7 Revisi 16.078.831.000 16.078.831.000 15-06-2022 Revisi DJA
ke-6

8 Revisi 16.078.831.000 16.078.831.000 12-07-2022 Revisi Kanwil Hal 11l DIPA
ke-7

9 | Revisi 16.078.831.000 16.085.200.000 11-08-2022 | Revisi DJA
ke-8

10 | Revisi 16.085.200.000 | 38.666.681.000 | 25-08-2022 | Revisi DJA
ke-9

11 | Revisi 38.666.681.000 38.666.681.000 29-08-2022 Revisi Kanwil Hal 11l DIPA
ke-10

12 | Revisi 38.666.681.000 | 38.666.681.000 19-09-2022 | Revisi Kanwil Hal Il DIPA
ke-11

13 | Revisi | 38.666.681.000 36.842.044.000 | 20-10-2022 | Revisi DJA
ke-12

14 | Revisi | 36.842.044.000 36.842.044.000 | 09-11-2022 | Revisi Kanwil Hal 1l
ke-13 DIPA

15 | Revisi | 36.842.044.000 36.842.044.000 | 25-11-2022 | Revisi Kanwil Hal |l
ke-14 DIPA

16 | Revisi | 36.842.044.000 35.915.452.000 | 12-12-2022 | Revisi DJA
ke-15

17 | Revisi | 35.915.452.000 35.915.452.000 | 22-12-2022 | Revisi Kanwil Hal I
ke-16 DIPA

18 | Revisi | 35.915.452.000 35.915.452.000 | 28-12-2022 | Revisi Kanwil Hal |l
ke-17 DIPA
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Tabel 23. Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Program pada BPS Kota
Jakarta SelatanTahun 2022

Dukman 6.415.457.000 4.787.700.000 4,631,082,241 96,73 156.617.759

PPIS 7.566.328.000 31.127.752.000  30,883,434,337 99,22 244.317.663

Realisasi anggaran berdasarkan DIPA terakhir, penyerapan
anggaran program Dukman adalah sebesar 96,73 persen,
penyerapan dan penyerapan anggaran program PPIS adalah sebesar
99,22 persen dari pagu anggaran yang tersedia. Anggaran program
Dukman yang tidak terserap maksimal bersumber dari belanja

pegawai.

Gambar 7. Proporsi Anggaran Per Program BPS Kota Jakarta Selatan Tahun

2022
Pagu Awal Pagu Akhir
4,787,700,000
31,127,752,000
& Dukman = PPIS = Dukman = PPIS
Realisasi Persentase Realisasi

4,631,082,241

= Dukman = PPIS = Dukman = PPIS
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Tabel 24. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran
Menurut SasaranStrategis BPS 2022

Capaia

Sasaran Strategis n Pagu Akhir Realisasi Perse Efisien

Kinerja ntase si
(%)

Meningkatnya
Pemanfaatan
S| data statistik 92,20
yang

1| perkualitas

(%]

Penguatan

S| Komitmen 0
s| K/L/D/I 31.127.752.000 | 30,883,434,337| 99,22 0,78

2| terhadap SSN

Penguatan
S| Statistik 120
Sektoral

3| K/L/D/I

(%]

SDM Statistik
yang Unggul dan
berdaya saing

S| dalam kerangka 99,72
tatakelola 4.787.700.000 | 4,631,082,241| 96,73 | 3,27

(%]

4| kelembagaan

Menurut sasaran kinerja. anggaran terbesar dialokasikan
untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Pemanfaatan data statistik
yang berkualitas, Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN,
Penguatan  Statistik Sektoral K/L/D/I vyaitu sebesar Rp
31.127.752.000. Dari anggaran vyang disediakan realisasinya
mencapai 99,22 persen atau sebesar Rp 30,883,434,337. dengan
tingkat efisiensi 0,78 persen.

Sasaran kinerja selanjutnya yaitu “SDM Statistik yang
Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan”
mendapatkan alokasi anggaran yaitu Rp4.787.700.000,- dengan
realisasi sebesar Rp4,631,082,241,- atau mencapai 96,73 persen

dengan tingkat efisiensi 3,27 persen.

Anggaran dalam rangka penanggulangan Covid-19
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3.8. CapaianKinerja Yang
Berbasis Kebijakan Lokal

Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease

2019 (Covid-19) BPS Kota Jakarta Selatan TA 2022 dalam

melakukan perencanaan/pengalokasian/revisi DIPA, pelaksanaan

anggaran, serta pelaporan dalam rangka penanganan pandemi

Covid-19 sudah menggunakan segmenakun khusus Covid-19. Akun

khusus Covid-19 digunakan dalam rangka penanganan pandemi

Covid-19 termasuk untuk memenuhi protokol Kesehatan. Adapun

total anggaran belanja terkait penanganan akun Covid-19 sebesar

Rp285.268.000,- dengan realisasi sebesar Rp282.175.789.

Anggaran belanja terkait penanganan pandemi covid

tersebut digunakan untuk pengadaan alat perlindungan diri (APD),

Pemeriksaan SWAB PCR, Pulsa Pelatihan.

Dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya

memutus rantai penularan Covid-19, BPS Kota Jakarta Selatan juga

menerapkan kebijakan perubahan proses bisnis pengumpulan data

di seluruh kegiatan statistik (survei dan sensus) dengan tetap

menerapkan prinsip-prinsip kegiatan statistik yang benar. Langkah

BPS Kota Jakarta Selatan diantaranya:

1.

Di awal tahun 2022 pandemi covid sedang mengalami
pelonjakan, tetapi mulai pertengahan Tahun kasus covid sudah
mengalami penurunan. BPS tetap melaksanakan SP2020
LongForm, Survei Biaya Hidup (SBH) 2022, Sakernas, Susenas.
Petugas yang diturunkan harus sesuai dengan protokol
kesehatan.

Menjalankan kegiatan perkantoran secara virtual, mulai dari
aplikasi kolaborasi, email, chat, hingga rapat tatap muka secara
online. Diantaranya apel pagi setiap hari yang dikemas dalam

kegiatan
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BROWSING (ObrolanSingkat Pagi).

3. Mengaktifkan penggunaan Sistem Monitoring online untuk
semua kegiatan, sehingga dapat diamati tanpa harus tatap
muka, seperti SistemMonitoring Harga.Mengaktifkan
penggunaan Sistem Monitoring online untuk semua kegiatan,
sehingga dapat diamati tanpa harus tatap muka, seperti
SistemMonitoring Harga. Konsumen (SIMOHAK), Sistem
monitoring Statistik Sosial (Monsista), Sistem Monitoring
Kegiatan Nerwilis(Sigelis).

4. Lambat laut Covid-19 mulai mereda. Pada bulan Mei Tahun
2022 sudah diterapkan WFO 100% pada kantor BPS Kota
Jakarta Selatan

5. Kegiatan pelatihan juga sudah dilakukan secara Fullboard

dengan tetap mematuhi protokol kesehatan

Kebijakan lain yang berbasis kebijakan lokal lainnyaadanya
kesepakatan pengelolaan anggaran oleh seluruh KPA baik provinsi
maupun kab/kota administrasi serta dengan kabag dan para kabid
yang dibuat di awal tahun. Kesepakatanini mengacu pada peraturan
keuangan yang berlaku. Selain itu dilakukan pelaksanaan verifikasi
keuangan dan verifikasi kinerja yang bertujuan untuk memastikan
administrasi keuangan dan kinerja dilaksanakan secara akuntabel

dan berjalan sesuai SOP yang ditentukan.

Pada tahun 2022, BPS Kota Jakarta Selatan juga
berkomitmen untuk kembali melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan program Reformasi Birokrasi (RB). Penyiapan penilaian
Wilayah Bebas Korupsi, mulai dari pengumpulan dokumen

pendukung, pembuatan Video RB, dan paparan hasilRB
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BAB IV
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4.1. Tinjauan
Umum

4.2. Tantangan
dan Kendala
Utama

BAB IV PENUTUP

Akuntabilitas kinerja BPS Kota Jakarta Selatan merupakan
perwujudan kewajiban BPS Kota Jakarta Selatan untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan
pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran, yang
telah ditetapkan dalam APBN yang dituangkan kedalam Bagian
Anggaran 54 Tahun 2022, secara periodik selama satu tahun.
Penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kota Jakarta
Selatan dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2020- 2024, yang
terdiri dari 4 (empat) sasaran yang meliputi 3 (tiga) program. Sesuai
dengan visinya, BPS Kota Jakarta Selatan sebagai “Penyelenggara
Statistik Dasar Untuk Menyediakan Data Berkualitas Menuju
Indonesia Maju”. Adapun hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan
tugas BPS Kota Jakarta Selatan menyimpulkan bahwa secara umum
pencapaian kinerja BPS Kota Jakarta Selatan menunjukkan tingkat
keberhasilan yang cukup baik. Rata-rata pencapaian indikator kinerja
pada tahun 2022 mencapai 72 persen, karena indicator kinerja
pada sasaran 2 yang batu tahun ini di targetkan tidak dapat
terlaksana. Selain sasaran 2, indicator kinerja rata-rata mencapai
100,77 persen. Meskipun demikian upaya-upaya peningkatan
kinerja harus terus dilakukan oleh BPS, terutama dalam hal
peningkatan sarana dan prasarana pelayannan data statistic,
kualitas data statistik, peningkatan pelayan prima hasil kegiatan

statistik, dan peningkatan birokrasi yang akuntabel.

Secara umum BPS Kota Jakarta Selatan telah berhasil
melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi misi dan
tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja. Namun di tengah
pencapaian tersebut beberapa tantangan yang dihadapi selama

tahun 2022 dan tahun-tahun kedepan diantaranya:

112



1. Penggunaan Mitra Statistik sebagai pengumpul data
menuntut perbaikan dalam rekrutmen mitra, pelatihan,
pengawasan dan manajemen mitra yang terintegrasi.
Khususnya dengan adanya aturan SBML yang membatasi
mitra berkualitas untuk mengambil banyak pekerjaan di BPS
Kota Jakarta Selatan.

2. Kepercayaan pengguna terhadap kualitas data statistik
menjadi tantangan untuk peningkatan kualitas data statistik
secara terus-menerus.

3. Rendahnya kepuasan pengguna statistik terhadap Sarana
dan Prasarana Pelayanan Statistik.

4. Belum adanya format koordinasi dengan instansi/OPD dalam
rangka pembinaan dan peningkatan kerjasama di bidang
statistik, terutama mengenai statistik sektoral di tingkat Kota
di DKl Jakarta.

5. BPS Jakarta Selatan belum dapat masuk sebagai Wilayah
Bebas Korupsi menurut Menpan RB. Hal ini menuntut
penyelenggaraan birokrasi yang akuntabel dengan
menerapkan Reformasi Birokrasi

6. Belum adanya pendokumentasian  kegiatan yang
terkoordinir dengan baik yang mengakibatkan nilai SAKIP

yang belum maksimal.

Beberapa tindak lanjut yang perlu dilakukan BPS Kota Jakarta
4.3.Saran Selatan guna perbaikan di tahun mendatang adalah:
Tindak Lanjut
a. Mengoptimalkan sumber daya yang ada baik sumber daya
manusia maupun sarana dan prasarana yang ada dengan

lebih efektif dan efisien dalam menunjang seluruh kegiatan
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BPS Kota Jakarta Selatan untuk meningkatkan kepuasan
pengguna statistic. Fungsi website dan PST dioptimalkan
dengan selalu memperbahrui data dan menambah produk
cetakan dalam bentuk yang mudah dipakai, seperti booklet
atau pamfet. Selain itu juga sarana media social tetap
ditingkatkan untuk dapat melayani pelanggan data terutama
di era pandemi ini.

Kegiatan sosialisasi tentang arti penting statistik kepada
petugas lapangan, instansi pemerintah/swasta serta
masyarakat dengan lebih intensif.

Koordinasi dengan instansi/OPD dalam rangka pembinaan
dan peningkatan kerjasama di bidang statistik sejalan

dengan yang dilakukan di tingkat provinsi.

Meningkatkan kualitas data mulai dari rekrutmen mitra,
elatihan, pelaksanaan lapangan, pemeriksaan dokumen,
pengolahan, dan evaluasi hasil pengolahan.

Pemanfaatan IT untuk memantau, mengontrol, dan
mengevaluasi setiap tahap kegiatan secara rutin disamping
meneliti, menggali, mengembangkan, serta mencermati
segenap tuntutan kebutuhan data statistik sesuai dengan
dinamika pembangunan Kota Jakarta Selatan.

Menambah keragaman data yang ditampilkan untuk
memenuhi kebutuhan para pengguna data.

Melakukan evaluasi internal secara rutin atas kinerja yang
telah dicapai dan membuat pelaporan. 8.
Mendokumentasikan kegiatan, baik pencacahan,
pengawasan,

Sharing Knowledge masih akan terus dilaksanakan untuk
saling membangun dan meningkatkan kualitas ASN di BPS

Kota Jakarta Selatan meskipun harus menyesuaikan dengan
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kondisi sebagai dampak dari penyebaran virus covid-19.
Dengan memanfaatkan fasilitas zoom meeting, sharing
knowledge yang di kemas dalam kegiatan Jumat Berbagi
terus dijadwalkan dan berjalan dengan baik dalam rangka
upaya peningkatan kapabilitas pegawai menjadi SDM yang
siap menerima dan menjalankan tanggung jawabnya dan
mampu mengaplikasikan kinerjanya se-optimal mungkin
sesuai dengan tujuan, harapan dan cita-cita yang diinginkan
demi kemajuan bersama, serta sejalan dengan Reformasi
Birokrasi.

Memberikan kesempatan kepada ASN BPS Kota Jakarta
Selatan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi merupakan salah satu upaya peningkatan
kapasitas demi kemajuan dan masa depan yang lebih
terjamin untuk kesuksesan bersama.

Menjaga ikatan emosi dan memelihara hubungan baik
dengan para pengguna dan sumber data (user maupun
respondent enggagement).

Identifikasi resiko yang muncul dalam setiap proses bisnis

yang dijalankan.
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LAMPIRAN







LAMPIRAN

Lampiran 1 Susunan Organisasi BPS Kota Jakarta Selatan

Kepala BPS Kota Jakarta Selatan

Kepala
Subbagian
Umum

Kelompok Jabatan
Fungsional
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Lampiran 2 Renstra BPS Kota Jakarta Selatan Tahun 2020-2024

Tujuan/Sasaran O — Target uic
Strategis LRI 2020 | 2022 | 2022 (2023 |2024
Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan
Persentase pengguna data
yang menggunakan data
Meningkatnya BPSsebagai dasar
pemanfaatan perencanaa.n, monitoring, 85 85 86 | 86 | 87 Fungsi IPDS
datastatistik yang | dan evaluasi
berkualitas pembangunan
nasional (%)
Persentase publikasi .
stik Fungsi
statistik yang Statistik
menerapkan standard .
c  cebacai d Sosial,
akurast sebagai dasar 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Produksi,
perencanaan, .
. Distribusi
monitoring, dan
evaluasipembangunan dan
P g Nerwilis
nasional (%)
Target 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN
Penguatan Persentase K/L/D/I yang
komitmen melaksanakan
K/L/D/Iterhadap | rekomendasi kegiatan - - - - - | Fungsi IPDS
SSN statistik (%)
Persentase K/L/D/I
yang menyampaikan
metadata sektoral dan )
. Fungsi IPDS
khusus sesuai standar - - - - -
(%)
Target 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN
Persentase K/L/D/I yang Fungsi
~ | mampu Statistik
Penguatan statistik menyelenggarakan Sosial,
sektoralk/L/D/I statistik sektoral secara Produksi,
mandiri sesuaiNSPK (%) i i ) ) " |Distribusi
dan,|PDS,
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serta
Nerwilis
Target 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi
SDM statistik Subbag
yang unggul dan Umum,
berdaya saing Sosial,
dalam kerangka Hasil Penilaian SAKIPoleh 69 68 68 69 | 70 |Produksi,
tata kelola inspektorat Distribusi,
kelembagaan IPDS dan
Neraca
Persentase kepuasan
pengguna data terhadap 90 | 90 91 | 91 | 92 Subbag
sarana dan prasarana Umum
pelayanan BPS
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Lampiran 3 Perjanjian Kinerja 2022

Tujuan/Sasaran
Strategis
Tujuan 1.
Penyediakan Data
Statistik untuk

dimanfaatkan sebagai

dasar pembangunan

SS1. Meningkatnya
Pemanfaatan data
statistik yang
berkualitas

Tujuan 2.
Meningkatnya
kolaborasi, integrasi,
sinkronisasi dan
standardisasi dalam
penyelenggaraan SSN
SS2 Penguatan
Komitmen K/L/D/I
terhadap SSN

Indikator Kinerja

1.1.1. Persentase Pengguna data

yang menggunakan data
BPS sebagai dasar
perencanaan, monitoring
dan evaluasi pembangunan
nasional

1.1.2 Persentase publikasi

statistik yang menerapkan
standard akurasi sebagai
dasar perencanaan,
monitoring dan evaluasi
pembangunan nasional

Persentase Organisasi
Perangkat Daerah (OPD)
yang mendapatkan
rekomendasi kegiatan
statistikktoral sesuai
standar

Persentase Organisasi
Perangkat Daerah (OPD)
yang menyampaikan
metadata sektoral dan
khusus sesuai standar
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Satuan

Persen

Persen

Persen

Persen

Target

92,00

100,00

25

50



Tujuan 3.
Meningkatnya
Pelayanan
prima dalam
penyelenggaraan SSN
3.1.1 Persentase K/L/D/I yang
SS3 Penguatan Statistik mampu menyelenggarakan

Sektoral K/L/D/I statistik sektoral secara IR &
mandiri sesuai NSPK
Tujuan 4.
Penguatan tata kelola
kelembagaan dan
reformasi birokrasi
SS4 SDM Statistik yang
Unggul dan
berdaya saing 4.1.1 Hasil penilaian SAKIP oleh Poin 68,00
dalam  kerangka Inspektorat
tata kelola
kelembagaan
4.1.2 Persentase kepuasan
pengguna data terhadap Persen 90,00

sarana dan prasarana
pelayanan BPS
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Lampiran 4 Pengukuran Capaian Kinerja 2022

. Capaian
Tujuan/Sasaran . L . o | EreE
. Indikator Kinerja Satuan| Periode | Target | Realisasi | Kinerja
Strategis
(%)
Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan
Persentase pengguna data Tw | 0 0 0
yang menggunakan data
BPSsebagai dasar Twli 0 0 0
perencanaan, monitoring, | persen | Tw Il 0 77,64 84,39
dan evaluasi
pembangunan TwIV | 92 | 77,64 | 84,39
Meningkatnya nasional (%)
pemanfaatan Persentase publikasi Tw 0 0 0
datastatistik statistik yang
yang berkualitas | menerapkan standard Twli 0 0 0
akurasi sebagai dasar Persen Tw il 0 0 0
perencanaan,
monitoring, dan evaluasi Tw IV 100 100 100
pembangunan
nasional (%)
Target 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN
Penguatan Persentase K/L/D/I yang Tw - - -
komitmen melaksanakan Twil - - -
K/L/D/I rekomendasi kegiatan Persen| Twlll - - -
terhadap SSN statistik (%) Tw IV 25 - -
Persentase K/L/D/I yang Tw - - -
menyampaikan metadata Tw - - -
sektoral dankhusus sesuai Persen| Twlli ' ' '
standar Tw IV 50 - -
(%)
Target 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN
Persentase K/L/D/I yang Tw | - - .
mampu
icti Twil | - - -
Penguatan statistik menyelenggarakan
sektoralk/L/D/I statistik sektoral secara Persen | TwWl - - -
. . 0
mandiri sesuaiNSPK (%) Tw IV 75 100 120

Target 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi
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SDM statistik
yang unggul dan
berdaya saing
dalam kerangka
tata kelola
kelembagaan

Tw |

Hasil Penilaian SAKIPoleh Persen Twii - 62,52 -
inspektorat Tw llI - 62,52 _
Tw IV 68 66,39 | 97,63
Tw | - - .
Persentase kepuasan Persen Tw - 76- -
pengguna data
Tw I - 94.68 -
Tw IV 93 94,68 | 97,63
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Lampiran 5 SDM BPS Kota Jakarta Selatan

No. Jenjang Pendidikan Jumlah Pegawai Persentase
1 DI/SMA 6 21,00
2 DIl 4 14,00
3 DIV/S1 12 43,00
4 S2 6 21,00
Total 28 100,00
No. Usia Jumlah Pegawai Persentase
1 >50 9 32,14
2 41-50 4 14,29
3 31-40 10 35,71
4 <=30 5 17,86
Total 28 100,00
Jabatan Jumlah Pegawai Persentase
1 Pejabat Struktural 2 7,14
2 Pejabat Fungsional Statistisi 21 75,00
3 Pejabat Fungsional Umum 5 17,86
Total 28 100.00
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Lampiran 6 Judul Publikasi Yang Terbit Tahun 2022

Periode
Terbit

Tanggal Rilis

Judul

1 Kota Jakarta Selatan Dalam Angka 2022 25-02-2022 Tahunan
2 Produk Domestik Regional Bruto Kota Jakarta Selatan 05-04-2022 Tahunan
Menurut Lapangan Usaha 2017-1021
3 Produk Domestik Regional Bruto Kota Jakarta Selatan 28-04-2022 Tahunan
Menurut Pengeluaran 2017-1021
4 Kecamatan Kebayoran Lama Dalam Angka 2022 26-09-2022 Tahunan
5 Kecamatan Pancoran Dalam Angka 2022 26-09-2022 Tahunan
6 Kecamatan Pesanggrahan Dalam Angka 2022 26-09-2022 Tahunan
7 Kecamatan Setia Budi Dalam Angka 2022 26-09-2022 Tahunan
8 Kecamatan Jagakarsa Dalam Angka 2022 26-09-2022 Tahunan
9 Kecamatan Tebet Dalam Angka 2022 26-09-2022 Tahunan
10 Kecamatan Pasar Minggu Dalam Angka 2022 26-09-2022 Tahunan
11 Kecamatan Kebayoran Baru Dalam Angka 2022 26-09-2022 Tahunan
12 Kecamatan Cilandak Dalam Angka 2022 26-09-2022 Tahunan
13 Kecamatan Mampang Prapatan Dalam Angka 2022 26-09-2022 Tahunan
14 Statistik Daerah Kota Jakarta Selatan 2022 03-11-2022 Tahunan
15 Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Jakarta 09-12-2022 Tahunan
Selatan 2022
16 Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jakarta Selatan Tahun 28-12-2022 Tahunan
2022
17 Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Jakarta Selatan 2022 28-12-2022 Tahunan
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